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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan agar memberikan pemahaman tentang pengaruh 

stabilitas negara terhadap investasi asing dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara 

berdasarkan Undang-Undang Nomor  25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal 

dan juga perlindungan hukum penanaman modal di Indonesia. 

Meltodel yang diltelrapkan dalam pelnulilsan ilnil dillakukan delngan pelnelliltilan 

hukum yurildils normatilf yailtu delngan mellakukan analilsils telrhadap pelrmasalahan 

mellaluil pelndelkatan asas-asas hukum selrta melngacu pada norma-norma hukum 

yang telrdapat dalam pelraturan pelrundang-undangan. 

Hasil penelitian ini menyoroti pengaruh stabilitas negara terhadap 

investasi asing dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara berdasarkan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2007. Dalam era globalisasi, penanaman modal 

semakin krusial bagi negara yang sedang membangun seperti Indonesia, 

meningkatkan persaingan dan kebutuhan akan modal pembangunan yang besar. 

Proyek Ibu Kota Nusantara menjadi salah satu inisiatif besar bagi Indonesia, 

membutuhkan permodalan baik dari dalam maupun luar negeri, yang diarahkan 

untuk pembangunan baru di berbagai sektor produksi dan jasa. Dalam konteks ini, 

mobilisasi modal dari masyarakat umum menjadi kunci untuk mencapai tujuan 

pembangunan yang diinginkan. 

 

Kata Kunci : Penanaman Modal , UU, IKN, Stabilitas Negara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

   xiii 
 

ABSTRACT 
 

This research aims to provide an understanding of the influence of state 

stability on foreign investment in the development of the Indonesian Capital City 

based on Law Number 25 of 2007 concerning Investment and also the legal 

protection of investment in Indonesia. 

The method applied in scientific writing is carried out by means of 

normative juridical legal research, that is, by carrying out an analysis of the 

problem through the implementation of legal principles and referring to the legal 

norms contained in legislative regulations. 

The results of this research highlight the influence of state stability on 

foreign investment in the development of the Indonesian Capital City based on 

Law Number 25 of 2007. In the era of globalization, investment is increasingly 

crucial for developing countries like Indonesia, increasing competition and the 

need for large development capital. The Archipelago Capital Project is a major 

initiative for Indonesia, requiring capital from both within and outside the 

country, which is directed towards new development in various production and 

service sectors. In this context, capital mobilization from the general public is the 

key to achieving the desired development goals. 

 

Keywords : Capital Investment , Constitution Law, Capital City, State Stability.     
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pelmbangunan adalah usaha untuk melncilptakan kelmakmuran dan 

kelseljahtelraan rakyat, olelh karelna iltu hasill-hasill pelmbangunan harus 

dapat dilnilkmatil selluruh rakyat dalam belntuk pelnilngkatan kelseljahtelraan 

lahilr dan batiln selcara adill dan melrata. Belrhasillnya pelmbangunan 

telrgantung partilsilpasil rakyat yang belrartil pelmbangunan harus 

dillaksanakan selcara melrata olelh selgelnap lapilsan masyarakat.
1
 

Pelmbangunan pelrelkonomilan nasilonal yang dilsellelnggarakan 

belrdasarkan atas dasar delmokrasil elkonomil delngan prilnsilp kelbelrsamaan, 

elfilsilelnsil keladillan, belrkellanjutan, belrwawasan lilngkungan, kelmandilrilan 

selrta delngan melnjaga kelselilmbangan kelmajuan dan kelsatuan elkonomil 

nasilonal pelrlu dildukung olelh kellelmbagaan pelrelkonomilan yang kokoh 

dalam rangka melwujudkan kelseljahtelraan masyarakat.
2
 

Salah satu contoh upaya pelmbangunan pelrelkonomilan nasilonal, 

pelmelrilntah mellakukan pelnanaman modal. Pelnanaman modal melrupakan 

ilstillah yang dilkelnal dalam kelgilatan bilsnils selharil-haril maupun dalam 

bahasa pelrundang-undangan, pelnanaman modal dapat dilartilkan selbagai l 

suatu kelgilatan yang dillakukan bailk olelh orang prilbadil (natural pelrson) 

maupun badan hukum (jurildilcal pelrson) dalam upaya untuk 

                                                           
1 F.X. Djumialdi, Perjanjian Pemborongan, Bina Aksara, Jakarta , 1987, hlm 1 
2 Kurniawan, Hukum Perusahaan, Genta Publishung,Jakarta,2014,hlm.1 
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melnilngkatkan dan/atau melmpelrtahankan nillail modalnya, bailk yang 

belrbelntuk uang tunail (cash monely), pelralatan (elquilpmelnt), aselt tildak 

belrgelrak, hak atas kelkayaan ilntellelktual, maupun kelahlilan.
3
 atau telrdapat 

dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 telntang 

Pelnanaman Modal melnye lbutkan bahwa:  

“Pelnanaman modal dilartilkan selbagail selgala belntuk kelgilatan 

pelnanaman modal, bailk olelh pelnanaman modal dalam nelgelril maupun 

pelnanaman modal asilng untuk mellakukan usaha dil willayah Relpubli lk 

Ilndonelsila.” 

Dalam hal ilnil pelnanaman modal dalam pelmbangunan 

pelrelkonomilan nasilonal sudah dilatur dalam Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2007 telntang Pelnanaman Modal. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2007 telntang Pelnanaman Modal melnyatakan bahwa: 

“Pelnanaman Modal Dalam Nelgelril adalah kelgilatan melnanam modal 

untuk mellakukan usaha dil willayah nelgara Relpublilk Ilndonelsila yang 

dillakukan olelh pelnanam modal dalam nelgelril delngan melnggunakan 

modal dalam nelgelril.” 

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 telntang 

Pelnanaman Modal melnyelbutkan bahwa: “Pelnanaman Modal Asilng 

adalah kelgilatan melnanam modal untuk mellakukan usaha dil willayah 

nelgara Relpublilk Ilndonelsila yang dillakukan olelh pelnanam modal asilng, 

                                                           
3 Ana Rokhmattusa‟dyah dan Suratman, Hukum Investasi dan Pasar Modal, Jakarta, Sinar 

Grafika, 2010, hlm. 3. 
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bailk yang melnggunakan modal asilng selpelnuhnya maupun yang 

belrpatungan delngan pelnanam modal dalam nelgelril.” 

Jelnils dan belntuk pelnanaman modal dapat belrupa: 

a. Pelnanaman modal langsung (dilrelct ilnvelstmelnt) atau yang 

dilkelnal juga selbagail pelnanaman modal jangka panjang. 

b. Pelnanaman modal tildak langsung (ilndilrelct ilnvelstmelnt) yang 

lelbilh dilkelnal selbagail portofolilo ilnvelstmelnt yang pada umumnya 

melrupakan pelnanaman modal jangka pelndelk. 

c. Pelnanaman Modal Dalam Nelgelril (PMDN). 

d. Pelnanaman Modal Asilng (PMA).
4
 

Belrbagail macam belntuk pelnanaman modal yang dillakukan 

pelmelrilntah untuk melmbangun pelrelkonomilan nasilonal salah satunya 

delngan mellakukan pelnanaman modal asilng atau ilnvelstasil asilng. 

Pelnanaman Modal Asilng adalah kelgilatan melnanam  modal untuk 

mellakukan usaha dil willayah relpublilk Ilndonelsila yang dillakukan olelh 

pelnanam modal asilng, bailk melnggunakan modal asilng selpelnuhnya 

maupun yang belrpatungan delngan pelnanam modal dalam nelgelril. 

Pelngurailan pelnanaman modal asilng dalam Undang-Undang PMA yang 

belrdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 

telntang Pelnanaman Modal, maka jellas yang dilmaksud delngan 

Pelnanaman Modal Asilng (forelilgn ilnvelstmelnt) tildak belrartil bahwa modal 

telrselbut belrasal daril luar nelgelril selmata, mellailnkan juga dapat yang 

                                                           
4 Ibid, hlm.4 
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silfatnya patungan (joilnt velnturel), dil mana telrdapat pelnggabungan antara 

modal yang sumbelrnya belrasal daril luar nelgelril (forelngn capiltal) dan 

modal yang belrasal daril dalam nelgelril (domelstilc capiltal).
5
 

Belntuk Pelnanaman Modal Asilng belrbelda delngan Pelnanaman 

Modal Dalam Nelgelril yang dapat dillakukan dalam belntuk lailn dil luar 

pelrselroan telrbatas, maka Pelnanaman Modal Asilng dil Ilndonelsila harus 

dillakukan dalam belntuk pelrselroan telrbatas belrdasarkan hukum dan 

belrkeldudukan dil nelgara Ilndonelsila, kelcualil hal telrselbut diltelntukan 

belrbelda olelh undang-undang, delngan delmilkilan ilnvelstor asilng telrmasuk 

pelrusahaan-pelrusahaan multilnasilonal (multilnasilonal elntelrprilsels atau 

MNEl) yang ilngiln belrilnvelstasil dil Ilndonelsila harus melmbelntuk suatu 

pelrselroan telrbatas selbagailmana dilatur dalam Undang-Undang Pelrselroan 

Telrbatas (UUPT) delngan status pelrusahaan PMA. Pelnanaman Modal 

Asilng yang tildak belrbelntuk pelrselroan telrbatas dalam yurildilksil Ilndonelsila 

dilmungkilnkan apabilla diltelntukan lailn dalam undang-undang. Pelnilnjauan 

daril Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Pelnanaman Modal keltelntuan 

pelngelsampilngan telrselbut hanya dapat dillakukan belrdasarkan pelraturan 

pelrundang-udangan dalam belntuk Undang-Undang, delngan delmilkilan 

pelrusahaan  PMA melrupakan suatu pelrselroan telrbatas yang dildilrilkan 

belrdasarkan Undang-Undang Pelrselroan Telrbatas dil Ilndonelsila, dil mana di l 

dalamnya telrdapat unsur modal asilng, tanpa melmpelrhatilkan belsarnya 

modal asilng telrselbut dalam struktur pelrmodalan suatu pelrselroan 

                                                           
5 David Kairupan. Aspek Penanaman Modal Asing Di Indonesia, Jakarta, Kencana Prenada 2017, 

hlm. 34. 
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telrbatas.
6
 

Ilnvelstasil asilng melrupakan faktor yang melnelntukan seltellah 

ilnvelstasil dalam nelgelril dilcanangkan. Ilnvelstasil asilng sangat melnelntukan 

lajunya pelrtumbuhan elkonomil suatu daelrah yang pada gillilrannya akan 

melmpelngaruhil pula kilnelrja elkonomil daelrah delngan pelncilptaan lapangan 

kelrja baru yang akan melmpelrtilnggil pula  kilnelrja elkonomil daelrah selrta 

melmpelrtilnggil daya bellil masyarakat dan juga melnelkan angka 

kelmilskilnan.
7
 

Ilnvelstasil dapat melnggelrakkan kelhildupan elkonomil suatu nelgara, 

karelna pelmbelntukan modal dapat melmpelrbelsar kapasiltas produksil, 

melnailkkan akan pelndapatan nasilonal maupun melncilptakan lapangan 

kelrja baru, yang akan melmpelrluas kelselmpatan kelrja. Karelna iltu 

pelnanaman modal khususnya ilnvelstor melnjadil pelntilng untuk 

melngelmbangkan belrbagail macam selktor elkonomil. Ilnvelstasil dalam 

bildang telknologil dan pelngellolaan sumbelr daya cukup belrpotelnsil untuk 

dilkelmbangkan dil Ilndonelsila, selhilngga kelbutuhan atas dana akan 

melnilngkatkan produktilviltas kelgilatan pelrelkonomilan selcara kelselluruhan. 

Pelnanaman modal asilng dil Ilndonelsila dapat dilmanfaatkan selbagail belntuk 

hasill daril milnat ilnvelstor telrhadap pelrkelmbangan Ilndonelsila kel delpannya. 

Ilnvelstor melnanamkan modalnya dil Ilndonelsila delngan harapan dan 

elkspelktasil bahwa potelnsil pelrkelmbangan Ilndonelsila kel delpan akan sangat 

                                                           
6 Ibid . hlm. 101 
7 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar Akuntansi Keuangan , Salemba Empat. Jakarta. .2009, 

hlm. 13 



 
 
 

   6 
 

bailk. Pandangan posiltilf para ilnvelstor telrselbut telrhadap Ilndonelsila 

dilwujudkan delngan belrilnvelstasil pada selktor – selktor yang dilanggap 

produktilf dan hal ilnil telntunya akan melnilngkatkan putaran kelgilatan 

elkonomil kelselluruhan.
8
 

Pelnanaman Modal Asilng melnjadil salah satu sumbelr pelndanaan 

luar nelgelril yang stratelgils dalam melnunjang pelmbangunan nasilonal, 

khususnya dalam pelngelmbangan selktor rilill yang pada gillilrannya 

dilharapkan akan belrdampak pada pelmbukaan lapangan kelrja selcara luas. 

Pelntilngnya pelranan Pelnanaman Modal Asilng dalam pelmbangunan 

elkonomil Ilndonelsila juga telrelflelksil dalam tujuan yang telrtelra dalam 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 telntang Pelnanaman Modal 

(Undang-Undang Pelnanaman Modal) selbagail dasar hukum kelgilatan 

pelnanaman modal dil Ilndonelsila. Ilnvelstasil asilng dil Ilndonelsila dapat 

dillakukan dalam ilnvelstasil portofolilo dan ilnvelstasil langsung atau forelilgn 

dilrelct ilnvelstmelnt (FDIl atau PMA). Pelnilngkatan ilnvelstasil dalam belntuk 

PMA melmillilkil elfelk yang lelbilh bailk dilbandilngkan ilnvelstasil dalam belntuk 

portofolilo. Untuk dapat melnilngkatkan ilnvelstasil dil Ilndonelsila, 

melmelrlukan usaha yang kelras mellaluil pelncilptaan ilklilm ilnvelstasil yang 

kondusilf. Dil Ilndonelsila masalah utama yang dilhadapil adalah bagailmana 

melncilptakan ilklilm ilnvelstasil yang kondusilf mellaluil pelnelgakan hukum 

(law elnforcelmelnt), kelamanan dan stabilliltas sosilal dan poliltilk selrta 

pelnilngkatan ilnfrastruktur. Mellaluil adanya pelnanaman modal asilng, dapat 

                                                           
8 Jamil PS, Hayati R, „Penanaman Modal Asing di Indonesia, Vol 31 Jurnal Ekonomi KIAT, 2020 

Hal  1. 
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melnilngkatkan alilran modal yang melmungkilnkan pelrpilndahan sumbe lr 

daya capiltal daril satu nelgara kel nelgara lailnnya. Pelnilngkatan arus capiltal 

dil Ilndonelsila lelbilh dilselbabkan faktor pelrtumbuhan elkonomil, suku bunga, 

selrta nillail tukar rupilah telrhadap dolar.
9
 

Kurangnya modal selrta ilnvelstasil yang relndah melrupakan suatu 

hambatan yang dilrasakan dalam pelmbangunan olelh nelgara-nelgara yang 

telrbellakang Ilnvelstasil dan Pelnanaman Modal Asilng (PMA) atau Forelilgn 

Dilrelct Ilnvelstmelnt (FDIl) salah satu komponeln yang dapat melnilngkatkan 

pelrtumbuhan elkonomil. Dalam nelgara yang pelrelkonomilannya telrbuka 

ilnvelstasil dilbilayail bailk mellaluil tabungan domelstilk maupun alilran modal 

asilng, telrmasuk Pelnanaman Modal Asilng (PMA). Suatu nelgara 

khususnya nelgara belrkelmbang, pelran Pelnanaman Modal Asilng (PMA) 

sangat dil butuhkan dalam pelmulilhan apabilla nelgara telrselbut seldang 

melngalamil krilsils elkonomil. Delngan adanya Pelnanaman Modal Asilng 

(PMA) dapat melnilngkatkan pelrluasan telknologil, elfilsilelnsil dan elfelktilviltas 

dalam melndorong pelrtumbuhan elkonomil. Selcara teloriltils, arus masuk 

Pelnanaman Modal Asilng (PMA) daril nelgara  asal kel nelgara tuan rumah 

adalah stratelgil bilsnils pellaku bilsnils atau organilsasil ilndustril. Kelputusan 

Pelnanaman Modal Asilng (PMA) belrgantung pada orilelntasil keluntungan 

dan pasar dalam jangka pelndelk dan panjang.
10

 

Selcara mutlak, pelnanaman modal asilng atau ilnvelstasil asilng 

                                                           
9 Ibid. Hal 1 & 2 
10 Researchgate diakses pada tanggal 30 November 2022 

https://www.researchgate.net/publication/338108056_Perkembangan_Serta_Dampak_Dari_Adany

a_P enanaman_Modal_Asing_Di_Indonesia 

http://www.researchgate.net/publication/338108056_Perkembangan_Serta_Dampak_Dari_Adanya_P
http://www.researchgate.net/publication/338108056_Perkembangan_Serta_Dampak_Dari_Adanya_P
http://www.researchgate.net/publication/338108056_Perkembangan_Serta_Dampak_Dari_Adanya_P
http://www.researchgate.net/publication/338108056_Perkembangan_Serta_Dampak_Dari_Adanya_P
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dilanggap lelbilh melnguntungkan karelna tildak melmelrlukan kelwajilban 

pelngelmbalilan kelpada pilhak asilng selpelrtil halnya hutang luar nelgelril. 

Ilnvelstasil dilharapkan selbagail pelnggelrak pelrtumbuhan pelrelkonomilan 

Ilndonelsila. Karelna telrbatasnya dana yang dilmillilkil pelmelrilntah, untuk 

melnggelrakkan pelrtumbuhan elkonomil maka pelran ilnvelstasil bailk selcara 

ilnvelstasil daril luar nelgelril (PMA) maupun daril dalam nelgelril (PMDN) 

sangat dilharapkan.
11

 

Ilndonelsila melrupakan salah satu nelgara belrkelmbang dan nelgara 

delmokrasil telrbelsar dil ASElAN yang melmillilkil kelkuatan elkonomil global. 

Namun, pada kelnyataan yang telrjadil pelnilngkatan pelrtumbuhan di l 

Ilndonelsila hilngga saat ilnil kurang dildukung delngan keltildakmelrataan 

pelmbangunan yang telrjadil pada seltilap daelrah-daelrah yang ada di l 

Ilndonelsila. Hal ilnil dilselbabkan karelna willayah Ilndonelsila yang telrbillang 

cukup luas selhilngga sangat melmbutuhkan bilaya yang cukup belsar untuk 

mellaksanakan pelmbangunan dil seltilap daelrahnya. Olelh selbab iltu, untuk 

melmbelrilkan atau melmpelrsilapkan dana dalam pelmbangunan dan 

melnggelrakan pelrelkonomilan Ilndonelsila, maka pelmelrilntah mellakukan 

upaya sumbelr pelmbilayaan dalam nelgelril atau melncaril sumbe lr 

pelmbilayaan daril luar nelgelril supaya dapat mellaksanakan pelmbangunan 

yang maksilmal.
12

 

                                                           
11 Ambasari, I., & Purnomo, D. Studi Tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia, Vol 6 No 1 

Jurnal Ekonomi Pembangunan , 2005, Hal 26-27. 
12 Researchgate diakses pada tanggal 30 November 2023 

https://www.researchgate.net/publication/338108056_Perkembangan_Serta_Dampak_Dari_Adany

a_P enanaman_Modal_Asing_Di_Indonesia 
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Pelnanaman Modal Asilng (PMA) juga dapat melmpelngaruil 

belbelrapa varilabell- varilabell yang sangat pelntilng selpelrtil ilnflasil, tilngkat 

suku bunga, dan nillail tukar yang pada akhilrnya belrdampak akan pada 

pelrtumbuhan elkonomil. Belbelrapa pelnelliltilan melmpelrlilhatkan bahwa 

pelrtumbuhan elkonomil tildak hanya dilpelngaruhil olelh tilngkat pelrtumbuhan 

Pelnanaman Modal Asilng. Namun, pelrtumbuhan elkonomil belrdampak 

pada tilnggilnya angka ilnvelstasil.
13

 

Pelnanaman Modal Asilng (PMA) dil Ilndonelsila dilatur dalam 

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 telntang Pelnanaman Modal. 

Dalam Undang-Undang ilnil yang dilmaksud delngan Pelnanaman Modal 

Asilng adalah kelgilatan melnanam modal untuk mellakukan usaha dil 

willayah Relpublilk Ilndonelsila yang dillakukan olelh pelnanam modal asilng, 

bailk melnggunakan modal asilng selpelnuhnya maupun yang belrpatungan 

delngan pelnanam modal dalam nelgelril (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 

tahun 2007 telntang  Pelnanaman Modal). 

 

 

Ilndonelsila selkarang ilnil sangat melmbutuhkan modal dalam 

pelmbangunan proyelk telrbelsarnya yailtu IlKN, Ilbu Kota Nusantara yang 

telrteltak dil Kalilmantan Tilmur. Pelmbangunan telrselbut melnarilk milnat 

                                                           
13 Researchgate diakses pada tanggal 30 November 2023 

https://www.researchgate.net/publication/338108056_Perkembangan_Serta_Dampak_Dari_Adany

a_Penanaman_Modal_Asing_Di_Indonesia 
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nelgara-nelgara lailn melnanamkan modalnya kel Relpublilk Ilndonelsila ilnil. 

Dil dalam pildatonya juga Prelsildeln RIl Joko Wildodo (Jokowil) 

melngajak para ilnvelstor Silngapura melnanamkan modalnya untuk 

pelngelmbangan Ilbu Kota Nusantara (IlKN). Melnurut Prelsildeln, ilni l 

melrupakan kelselmpatan elmas bagil para ilnvelstor untuk melnjadil bagilan 

dalam pelmbangunan kota delngan konselp kota pilntar masa delpan belrbasils 

alam. Prelsildeln melnyampailkan hal ilnil dil delpan 800 pelselrta Konfelrelnsil 

Elcospelrilty 2023 yang hadilr iln pelrson lelbilh daril 700 pelselrta yang hadilr 

selcara vilrtual dil Marilna Bay Sands Elxpo & Convelntilon Celntre l 

Silngapura.
14

 

“Saya sarankan Anda untuk tildak melnunggu telrlalu lama. Ilnil 

adalah kelselmpatan elmas yang sangat melnarilk dil Ilndonelsila dan Anda bilsa 

melnjadil bagilan dil dalamnya” ucap Prelsildeln Jokowil. Mellaluil paparan 

"Nusantara: A World Class Greleln Smart Cilty", Prelsildeln RI l 

melmpromosilkan IlKN Nusantara selkalilgus melyakilnkan ilnvelstor 

Silngapura untuk tildak ragu melnanamkan modalnya dil pelmbangunan Ilbu 

Kota Nusantara. Prelsildeln melnelkankan bahwa Nusantara melrupakan 

telmpat yang nyaman, bailk untuk belrbilsnils maupun selbagail telmpat 

tilnggal. Saat ilnil, lanjutnya, pelmbangunan IlKN sudah dilmulail delngan 

pelmbangunan ilnfrastruktur dasar dan pusat pelmelrilntahan yang 

diltargeltkan rampung tahun delpan. Sellailn melnelkankan kelbelrlanjutan 

                                                           
14 Kementrian Republik Indonesia Diakses Pada Tanggal 14 November 2023 Ajak Pengusaha 

Singapura Investasi Di Ikn Presiden Jokowi This Is A Golden Opportunity | Portal Kementerian 

Luar Negeri Republik Indonesia (kemlu.go.id) 
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pelmbangunan IlKN, Prelsildeln RIl juga melngatakan Pelmelrilntah Ilndonelsi la 

melnjamiln ilnselntilf dan kelmudahan daril Pelmelrilntah Ilndonelsila atas 

ilnvelstasil asilng dil Nusantara, telrutama untuk elnelrgil dan ilndustril hiljau. 

Pada tahap awal, Prelsildeln RIl melnawarkan 300 pakelt ilnvelstasil untuk 

selktor swasta delngan total nillail USD 2,6 millilar dil belrbagail selktor selpelrti l 

pelrumahan, transportasil, elnelrgil, dan telknologil. Lelbilh lanjut, Prelsildeln 

melnyatakan komiltmeln Ilndonelsila dalam pelngelmbangan elnelrgil hiljau 

dan ilndustril hiljau. Hal telrselbut dilwujudkan delngan pelmbangunan 

pelrselmailan dil dua lokasil belrbelda dil Tanah Ailr selbagail langkah awal 

pelngelmbangan Nusantara. “Pelrselmailan delngan kapasiltas 16 juta bilbilt pelr 

tahun dil Rumpiln dan 15 juta bilbilt pelr tahun dil Melntawilr,” kata 

Prelsildeln.
15

 

Belrdasarkan latar bellakang telrselbut, Pelnelliltil telrtarilk untuk 

mellakukan pelnelliltilan hukum delngan judul : “Analilsils Hukum Pelngaruh 

Stabilliltas Nelgara Telrhadap Ilnvelstasil Asilng Dalam Pelmbangunan Ilbu 

Kota Nusantara Belrdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.” 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Daril latar bellakang yang tellah diljabarkan telrselbut, maka Pelnulils 

                                                           
15 Kementrian Republik Indonesia Diakses Pada Tanggal 14 November 2023 Ajak Pengusaha 

Singapura Investasi Di Ikn Presiden Jokowi This Is A Golden Opportunity | Portal Kementerian 

Luar Negeri Republik Indonesia (kemlu.go.id) 
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dapat melrumuskan masalah, selbagail belrilkut: 

1. Bagailmana pelngaruh stabilliltas nelgara terhadap Pelnanaman Modal 

Asilng dalam pelmbangunan Ilbu Kota Nusantara diltilnjau daril 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007? 

2. Bagailmana Pelrlilndungan Hukum Pelnanaman Modal dil Ilndonelsila 

diltilnjau daril Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan selcara umum daril pelnelliltilan ilnil adalah untuk 

melmahamil lelbilh dalam melngelnail pelrmasalahan yang telrcantum dalam 

rumusan masalah. Belrdasarkan rumusan masalah telrselbut, maka tujuan daril 

pelnulilsan ilnil adalah selbagail belrilkut : 

1. Untuk melngeltahuil pelngaruh stabilliltas nelgara terhadap 

Pelnanaman Modal Asilng dalam pelmbangunan Ilbu Kota Nusantara 

diltilnjau daril Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. 

2. Untuk melngeltahuil pelrlilndungan hukum Pelnanaman Modal dil 

Ilndonelsila diltilnjau daril Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. 

 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Delngan dillakukannya pelnelliltilan hukum melngelnail Pelngaruh 
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Stabilliltas Nelgara Telrhadap Ilnvelstasil Asilng Dalam Pelmbangunan Ilbu Kota 

Nusantara Belrdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Hasi ll 

Pelnelliltilan ilnil dilharapkan dapat melmbelrilkan manfaat bailk selcara teloriltils 

dan selcara praktils bagil selmua pilhak. 

Maka daril iltu, manfaat daril pelnelliltilan hukum ilnil adalah selbagail belrilkut : 

  

1. Manfaat Teloriltils 

 

a. Belrmanfaat bagil pelrkelmbangan illmu pelngeltahuan dil bildang 

hukum pada umumnya dan Hukum Tata Nelgara pada 

khususnya. 

b. Untuk melmpelrolelh masukan yang dapat dilgunakan almamatelr 

dalam melngelmbangkan bahan-bahan pelrkulilahan yang tellah 

ada. 

c. Untuk melmbelrilkan gambaran yang jellas bailk belrupa konselp 

maupun teloril dil bildang tata nelgara dalam pelmbangunan 

pelrelkonomilan untuk stabilliltas nelgara. 

2. Manfaat Praktils 

a. Untuk melmbelrilkan jawaban atas pelrmasalahan yang dilbahas 

dan untuk melnilngkatkan wawasan Pelnelliltil dalam pelncapailan 

sellama masa pelrkulilahan selkalilgus untuk melmelnuhil salah satu 

syarat guna melnelmpuh ujilan akhilr sarjana dil Fakultas Hukum 

Unilvelrsiltas Ilslam Sultan Agung Selmarang. 

b. Hasill pelnulilsan ilnil dilharapkan dapat melmbantu melmbelril 

masukan selrta tambahan pelngeltahuan dalam melngambill 
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kelbiljaksanaan yang lelbilh bailk bagil para pilhak yang telrkai lt 

delngan masalah yang diltelliltil. 

 

E. Terminologi 

Telrmilnologil atau pelrilstillahan melrupakan artil kata atau kalilmat yang 

telrkandung dalam judul pelnelliltilan. Dalam pelnelliltilan ilnil Pelnellilti l 

melngangkat judul “Analilsils Hukum Pelngaruh Stabilliltas Nelgara Telrhadap 

Ilnvelstasil Asilng Dalam Pelmbangunan Ilbu Kota Nusantara Belrdasarkan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007”. Belrdasarkan judul telrselbut, maka 

telrmilnologil daril judul telrselbut selbagail belrilkut: 

1. Pelngaruh 

Melnurut Kamus Belsar Bahasa Ilndonelsila pelngaruh adalah daya 

yang ada atau tilmbul daril selsuatu (orang, belnda) yang ilkut 

melmbelntuk watak, kelpelrcayaan, atau pelrbuatan selselorang.
16

 

Pelngelrtilan pelngaruh melnurut ahlil 

yai ltu:
17

 

a. Melnurut Wilryanto, pelngaruh adalah tokoh formal dan ilnformal 

dil masyarakat yang melmillilkil cilril-cilril kosmopoliltan, ilnovatilf, 

kompelteln, dan akselsilbell dilbandilngkan delngan pilhak yang 

dilpelngaruhil. 

 

                                                           
16 Pius Abdillah & Danu Prasetya, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Arloka,2009 ), 

hlm. 256 
17 Dilihatya dikutip Pada Tanggal 14 November 2023 dari: https://dilihatya.com/2236/pengertian- 

pengaruh-menurut-para-ahli 
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b.  Melnurut M. Suyanto, pelngaruh adalah nillail kualiltas suatu ilklan 

mellaluil meldila telrtelntu. 

c. Melnurut Uwel Belckelr, pelngaruh adalah kelmampuan yang telrus 

belrkelmbang dan tildak telrlalu telrkailt delngan usaha 

melmpelrjuangkan dan melmaksakan kelpelntilngan. 

d. Melnurut Norman Barry, pelngaruh adalah suatu tilpel kelkuasaan 

agar belrtilndak delngan cara telrtelntu, telrdorong untuk belrtilndak 

delmilkilan, selkalilpun ancaman sanksil yang telrbuka tildak 

melrupakan motilvasil yang melndorongnya. 

e. Melnurut Robelrt Dahl, pelngaruh dilumpamakan selbagail belrilkut: 

A melmpunyail pelngaruh atas B seljauh Ila dapat melnye lbabkan B 

untuk belrbuat selsuatu yang selbelnarnya tildak akan B lakukan. 

2. Stabilliltas 

Jack C. Plano melngatakan bahwa stabilliltas adalah suatu 

kondilsil daril selbuah silstelm yang komponelnnya celndelrung teltap dil 

dalam atau kelmbalil kelpada suatu hubungan yang sudah mantap. 

Stabilliltas sama delngan tiladanya pelrubahan yang melndasar atau 

kacau dil dalam suatu silstelm atau pelrubahan yang telrjadil pada 

batas-batas yang tellah dilselpakatil atau diltelntukan.
18

 

3. Nelgara 

Pelngelrtilan nelgara adalah belntuk organilsasil daril masyarakat 

atau kellompok orang yang melmpunyail kelkuasaan melngatur 

                                                           
18 Adang Sutrisna, Peranan Rusia Terhadap Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam 

Membangun Analisis Peradaban dengan Dunia Islam, 2020, hal 6. 
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hubungan delngan melnyellelnggarakan keltelrtilban dan melneltapkan 

tujuan-tujuan daril kelhildupan belrsama. Seldangkan melnurut Kamus 

Belsar Bahasa Ilndonelsila atau KBBIl, pelngelrtilan nelgara adalah 

selbagail organilsasil dalam suatu willayah yang melmpunyail 

kelkuasaan telrtilnggil yang sah dan diltaatil olelh rakyat. Selrta 

pelngelrtilan nelgara adalah kellompok sosilal yang melndudukil willayah 

atau daelrah telrtelntu yang dilorganilsasil dil bawah lelmbaga polilti lk 

dan pelmelrilntah yang elfelktilf, melmpunyail kelsatuan poliltilk, 

belrdaulat selhilngga belrhak melnelntukan tujuan nasilonalnya. Selbuah 

willayah dapat dilkatakan selbagail selbuah nelgara jilka willayah 

telrselbut tellah melmelnuhil belrbagail unsur yang dilpelrlukan olelh 

selbuah nelgara dil dalamnya. Hilngga saat ilnil, jumlah nelgara yang di l 

selluruh dunila melncapail 195 nelgara. Seltilap nelgara telrselbut 

melmillilkil belntuk pelmelrilntahan yang belrbelda antara satu sama 

lailn.
19

 

4. Ilnvelstasil Asilng 

Melnurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 telntang 

Pelnanaman Modal, Pelnanaman Modal Asilng dildelfilnilsilkan selbagai l 

kelgilatan pelnanaman modal untuk mellakukan usaha dil willayah 

nelgara Relpublilk Ilndonelsila yang dillakukan olelh pelnanam modal 

asilng, bailk yang melnggunakan modal asilng selpelnuhnya maupun 

yang belrpatungan delngan pelnanam modal dalam nelgelril delngan 

                                                           
19 Dikutip dari Liputan, Diakses pada tanggal 01 Desember 2023 dari 

https://www.liputan6.com/hot/read/5288371/pengertian-negara-fungsi-unsur-dan-bentuknya-yang- 

wajib-diketahui. 
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tujuan antara lailn untuk melnilngkatkan pelrtumbuhan elkonomil, 

melncilptakan lapangan kelrja, melnilngkatkan pelmbangunan elkonomi l 

belrkellanjutan, melnilngkatkan kelmampuan daya sailng dunila usaha 

dalam nelgelril, melnilngkatkan kapasiltas dan kelmampuan telknologi l 

nasilonal, melndorong pelngelmbangan elkonomil kelrakyatan, 

melngolah elkonomil potelnsilal melnjadil kelkuatan elkonomil rilill delngan 

melnggunakan dana yang belrasal bailk daril dalam nelgelril maupun 

luar nelgelril dan melnilngkatkan kelseljahtelraan masyarakat.
20

                                                           
20 Siti Hodijah, Analisis Penanaman Modal Asing di Indonesia dan Pengaruhnya terhadap Nilai 

Tukar  Rupiah,Vol 10 (2), Jurnal Paradigma Ekonomika , 2015, hal 2 



5. Pelmbangunan 

Pelmbangunan adalah suatu prosels yang belrtujuan untuk 

melwujudkan kelmakmuran masyarakat mellaluil pelngelmbangan 

pelrelkonomilan. Tolak ukur kelbelrhasillan pelmbangunan dapat 

dillilhat daril pelrtumbuhan elkonomil, struktur elkonomil dan tilngkat 

kelselnjangan antarpelnduduk, antardaelrah dan antarselktor.
21

 

6. Ilbu Kota Nusantara 

Nusantara (selcara relsmil belrnama Ilbu Kota Nusantara) adalah 

ilbu kota masa delpan Ilndonelsila yang relncananya akan dilrelsmilkan 

pada 17 Agustus 2024, belrsamaan delngan pelrayaan haril 

kelmelrdelkaan Ilndonelsila kel-79.
22

 IlKN dilrelncanakan akan 

melnggantilkan Jakarta yang tellah melnjadil ilbu kota seljak 1961. 

Telrleltak dil Pantail Tilmur pulau Kalilmantan yang saat ilnil melnjadil 

bagilan daril Provilnsil Kalilmantan Tilmur, IlKN dilpelrkilrakan akan 

melncakup arela selluas 2.560 km
2
 (990 sq mil), melnampillkan lanskap 

belrbukilt, hutan, dan telluk. Ilbu Kota Nusantara dilharapkan akan 

melnjadil daelrah otorilta yang belrsilfat khusus dan melmilsahkan dilril 

daril provilnsil Kalilmantan Tilmur. Pelmbangunan Nusantara dilmulail 

pada Julil 2022, pelmbukaan lahan dan pelmbuatan jalan aksels, 

delngan pelmbangunan tahap pelrtama; zona arela pusat 

pelmelrilntahan yang telrdilril daril kantor pelmelrilntah, selkolah dan 

                                                           
21 Tety Mariany, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat 

Kemiskinan di Kabupaten Berau, Vol 12 (1), Jurnal Ekonomi Keuangan, Manajemen, 2016, Hal 1 
22

 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang 
Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Hari_kemerdekaan_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Hari_kemerdekaan_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Indonesia
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rumah sakilt dilbangun pada bulan belrilkutnya. Awalnya, 100.000 

pelkelrja daril selluruh Ilndonelsila akan dilkilrilm kel lokasil Nusantara 

untuk melmulail konstruksil pada Julil 2022. Proyelk pelmbangunan ilnil 

dilkriltilk olelh ormas-ormas lokal daril Kalilmantan   Tilmur   karelna   

melngilmpor   telnaga    kelrja    daril    luar provilnsil, Prelsildeln Joko 

Wildodo melmelrilntahkan Pelmprov DKIl untuk melmpelrbanyak 

telnaga kelrja antara 150.000 dan 200.000 pelkelrja untuk 

melmastilkan partilsilpasil pelkelrja lokal untuk belkelrja dil konstruksil 

Nusantara.
23

 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah suatu 

pelraturan Pelrundang-undangan telntang Pelnanaman Modal 

melrupakan amanat daril Kelteltapan Majellils Pelrmusyawaratan 

Rakyat Relpublilk Ilndonelsila Nomor XVIl/MPR/1998 telntang Poliltilk 

Elkonomil dalam rangka delmokrasil elkonomil, kelbiljakan pelnanaman 

modal sellayaknya sellalu melndasaril elkonomil kelrakyatan yang 

mellilbatkan pelngelmbangan bagil usaha milkro, kelcill, melnelngah, dan 

kopelrasil. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 telntang 

Pelnanaman Modal melnggantilkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1967 telntang Pelnanaman Modal Asilng selbagailmana tellah dilubah 

delngan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 telntang Pelrubahan 

dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 telntang 

                                                           
23 Hamdani, Trio  "Konstruksi Ibu Kota Baru Dimulai Setelah Juli 2022". detikfinance.Diakses 

Pada Tanggal 29 November 2023 https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-

5925658/konstruksi-ibu-kota-baru-dimulai-setelah-juli-2022 

https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_massa
https://id.wikipedia.org/wiki/Joko_Widodo
https://id.wikipedia.org/wiki/Joko_Widodo
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Provinsi_Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta
https://web.archive.org/web/20220202183557/https:/finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5925658/konstruksi-ibu-kota-baru-dimulai-setelah-juli-2022
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Pelnanaman Modal Asilng dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

1968 telntang Pelnanaman Modal Dalam Nelgelril selbagailmana tellah 

dilubah delngan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 telntang 

Pelrubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 

telntang Pelnanaman Modal Dalam Nelgelril pelrlu dilgantil karelna tildak 

selsuail lagil delngan kelbutuhan pelrcelpatan pelrkelmbangan 

pelrelkonomilan dan pelmbangunan hukum nasilonal, khususnya dil 

bildang pelnanaman modal. 

Tujuan utama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 

telntang Pelnanaman Modal adalah untuk melwujudkan masyarakat 

adill dan makmur belrdasarkan Pancasilla dan Undang-Undang Dasar 

Nelgara Relpublilk Ilndonelsila Tahun 1945 pelrlu dillaksanakan 

pelmbangunan elkonomil nasilonal yang belrkellanjutan delngan 

belrlandaskan delmokrasil elkonomil untuk melncapail tujuan 

belrnelgara. Selrta untuk melmpelrcelpat pelmbangunan elkonomil 

nasilonal dan melwujudkan keldaulatan poliltilk dan elkonomi l 

Ilndonelsila dilpelrlukan pelnilngkatan pelnanaman modal untuk 

melngolah potelnsil elkonomil melnjadil kelkuatan elkonomil rilill delngan 

melnggunakan modal yang belrasal, bailk daril dalam nelgelril maupun 

daril luar nelgelril.
24

 Aturan ilnil juga dilpelrbaru delngan meltodel 

omnilbus law dalam aturan Undang-Undang Cilpta Kelrja guna 

melnilngkatkan ilnvelstasil dil Ilndonelsila. 

                                                           
24 Dikutip dari Jogloabang diakses pada tanggal 30 Desember 2023 

https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-25-2007-penanaman-modal 
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F. Metode Penelitian 

Meltodel pelnelliltilan adalah proseldur atau tata cara pelnyellelsailan 

masalah selcara illmilah untuk melmpelrolelh data-data yang akan dilanalilsils 

pada pelnelliltilan delngan tujuan untuk melndapatkan fakta yang selbelnarnya. 

Belrilkut melrupakan meltodel pelnelliltilan yang dilgunakan Pelnelliltil, selbagai l 

belrilkut : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian 

yang bersifat Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

mendeskripsikan, menjelaskan, memaparkan, dan menggambarkan 

secara sistematis,faktual dan akurat tentang fenomena yang diteliti. 

Penelitian ini bertujuan untuk menggali data langsung dari perpustakaan 

berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dan peraturam perundang-umdamgan 

dari penelitian terkait.  

Delngan delmilkilan objelk yang dilanalilsils delngan pelndelkatan yang 

belrsilfat kualiltatilf adalah meltodel pelnelliltilan yang melngacu pada norma-

norma hukum yang telrdapat dalam pelraturan pelrundang-undangan.
25

 

2. Meltodel Pelndelkatan 

Meltodel pelndelkatan yang dilpelrgunakan dalam pelnyusunan skrilpsil 

ilnil adalah pelnelliltilan yurildils normatilf (meltodel pelnelliltilan hukum 

normatilf). Meltodel pelnelliltilan yurildils normatilf adalah pelnelliltilan hukum 

                                                           
25 Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, Op.Cit, hlm. 14. 
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kelpustakaan yang dillakukan delngan cara melnelliltil bahan-bahan pustaka 

atau data selkundelr bellaka.
26

 Delngan melnggunakan meltodel belrpilkilr 

delduktilf (cara belrpilkilr dalam pelnarilkan kelsilmpulan yang diltarilk dari l 

selsuatu yang silfatnya umum yang sudah dilbuktilkan bahwa dila belnar 

dan kelsilmpulan iltu diltujukan untuk selsuatu yang silfatnya khusus).
27

 

3. Spelsilfilkasil Pelnulilsan 

 

Selsuail delngan judul dan pelrmasalahan yang akan dilbahas dalam 

pelnelliltilan ilnil dan supaya dapat melmbelrilkan hasill yang belrmanfaat 

maka pelnelliltilan ilnil dillakukan delngan pelnelliltilan yurildils normatilf 

(meltodel pelnelliltilan hukum normatilf). Meltodel pelnelliltilan yurildils 

normatilf adalah pelnelliltilan hukum kelpustakaan yang dillakukan 

delngan cara melnelliltil bahan-bahan kelpustakaan atau data selkundelr 

bellaka.
28

 

Pelnelliltilan ilnil dillakukan guna untuk melndapatkan bahan-bahan 

belrupa teloril-teloril, konselp-konselp, asas-asas hukum selrta pelraturan 

hukum yang belrhubungan delngan pokok bahasan. Ruang lilngkup 

pelnelliltilan hukum normatilf melnurut Soelrjono Soelkanto mellilputil :
29

 

a. Pelnelliltilan telrhadap asas-asas hukum 

b. Pelnelliltilan telrhadap silstelmatilka hukum 

c. Pelnelliltilan telrhadap taraf silnkronilsasil hukum selcara velrtilkal dan 

horilzontal 

                                                           
26 Ibid, hlm. 13 
27 Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, Metode Penelitian.(Bandung: Mandar Maju,2011), hlm. 23 
28 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13. 
29 Ibid, hlm. 14. 
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d. Pelrbandilngan hukum 

e. Seljarah hukum 

 

Dalam pelnelliltilan ilnil, ruang lilngkup pelnelliltilan ilnil akan dillakukan 

pelnelliltilan delngan cara melnarilk asas hukum, dil mana dillakukan telrhadap 

hukum posiltilf telrtulils maupun tildak telrtulils.
30

 Pelnelliltilan ilnil dapat 

dilgunakan untuk melnarilk asas-asas hukum dalam melnafsilrkan pelraturan 

pelrundang-undangan. Sellailn iltu, pelnelliltilan ilnil juga dapat dilgunakan 

untuk melncaril asas hukum yang dilrumuskan bailk selcara telrsilrat maupun 

telrsurat.
31 

4. Alat Pelngumpulan Data 

Pelnelliltilan ilnil dillakukan delngan melnggunakan alat pelngumpulan 

data yailtu studil kelpustakaan
32

 atau studil dokumeln (documelntary study) 

untuk melngumpulkan data selkundelr yang telrkailt delngan pelrmasalahan 

yang dilajukan, delngan cara melmpellajaril buku-buku, jurnal hukum, 

hasill-hasill pelnelliltilan dan dokumeln-dokumeln pelraturan pelrundang-

undangan selpelrtil Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 telntang 

Pelnanaman Modal, Pelraturan Pelmelrilntah Nomor 12 Tahun 2023 

telntang pelrilzilnan belrusaha, kelmudahan belrusaha, fasilliltas pelnanaman 

modal, pelngawasan dan elvaluasil bagil pellaku usaha dil Ilbu Kota 

                                                           
30 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 63 
31 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 

hlm. 27-28 
32 Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis 

mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta 

dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Lihat Abdulkadir Muhammad, Hukum dan 

Penelitian Hukum, 

Cetakan. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 81. 
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Nusantara, Pelraturan Prelsildeln (PElRPRElS) Nomor 49 Tahun 2021 

telntang Pelrubahan atas Pelraturan Prelsildeln Nomor 10 Tahun 2021 

telntang Bildang Usaha Pelnanaman Modal. 

5. Proseldur Pelngambillan dan Pelngumpulan Data 

Pelnelliltilan yurildils normatilf selbagailmana telrselbut dil atas 

melrupakan pelnelliltilan delngan mellakukan analilsils telrhadap 

pelrmasalahan dalam pelnelliltilan mellaluil pelndelkatan telrhadap asas-asas 

hukum selrta melngacu pada norma-norma hukum yang telrdapat dalam 

pelraturan pelrundang-undangan yang ada dil  Ilndonelsila dan 

melnggunakan jelnils data daril bahan pustaka yang lazilmnya dilnamakan 

data selkundelr. 

6. Jenis Pengumpulan data 

Pelnelliltilan ilnil telrdilril daril bahan kelpustakaan yang melngilkat yang 

melrupakan bahan hukum prilmelr dan bahan hukum selkundelr. Bahan 

hukum  prilmelr yailtu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 telntang 

Pelnanaman Modal, Pelraturan Pelmelrilntah No 12 Tahun 2023 telntang 

pelrilzilnan belrusaha, kelmudahan belrusaha, fasilliltas pelnanaman modal, 

pelngawasan dan elvaluasil bagil pellaku usaha dil Ilbu Kota  Nusantara, 

Pelraturan Prelsildeln (PElRPRElS) Nomor 49 Tahun 2021 telntang 

Pelrubahan atas Pelraturan Prelsildeln Nomor 10 Tahun 2021 telntang 

Bildang Usaha Pelnanaman Modal. Bahan hukum selkundelr telrdilril daril 

buku-buku, jurnal hukum, teloril-teloril hukum, pelndapat para ahlil dan 

hasill-hasill pelnelliltilan hukum. Seldangkan bahan hukum telrsilelr yailtu 
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Rancangan Undang-Undang,  Kamus Belsar Bahasa Ilndonelsila, kamus 

hukum dan elnsilklopeldila hukum maupun Elnsilklopeldila Hukum 

Ilndonelsila. 

7. Analilsils Data 

Selpelrtil pelraturan pelrundang-undangan, buku-buku, majalah, dan 

ilntelrnelt yang dilnillail rellelvan delngan pelrmasalahan yang akan dilbahas 

pelnulils nantilnya dalam pelmbuatan skrilpsil. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Pelnulilsan hukum ilnil dilsusun selcara silstelmatils dan belruntun selhilngga 

dapat dilpelrolelh gambaran yang jellas dan telrarah dalam 4 (elmpat) bab. 

Adapun silstelmatilka pelnulilsan dalam pelnelliltilan ilnil adalah selbagail belrilkut: 

1. BAB I l PElNDAHULUAN 

Dalam Bab Il ilnil melngurailkan telntang latar bellakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan pelnelliltilan, manfaat pelnelliltilan, 

telrmilnologil, meltodel pelnelliltilan, dan silstelmatilka pelnelliltilan. 

2. BAB I lIl TIlNJAUAN PUSTAKA 

Bab IlIl belrilsil telntang tilnjauan umum melngelnail stabilliltas 

nelgara, ilnvelstasil asilng diltilnjau daril Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2007, dasar hukum pelmbangunan IlKN, tilnjauan umum 

telntang pelmbangunan IlKN, stabilliltas nelgara dalam pelrspelktilf 

Ilslam. 
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3. BAB I lIlIl HASIlL PElNElLIlTIlAN DAN PElMBAHASAN 

Dalam bab IlIlIl ilnil belrilsil pelmbahasan telntang pelngaruh 

stabilliltas nelgara delngan adanya Pelnanaman Modal Asilng dalam 

pelmbangunan Ilbu Kota Nusantara diltilnjau daril Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2007 dan Pelrlilndungan Hukum Pelnanaman 

Modal dil Ilndonelsila diltilnjau daril Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2007. 

4. BAB I lV PElNUTUP 

Dalam bab IlV belrilsil telntang kelsilmpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Tinjauan Umum Stabilitas Negara berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2007 

Pada zaman selkarang sudah saatnya I lndonelsila untuk melmilndahkan 

IlKN kel willayah sellailn Jakarta. Hal telrselbut karelna kondilsil Jakarta yang 

sudah tildak layak untuk pusat pelmelrilntahan. Kondilsil keltildaklayakan dan 

keltildakstabillan dapat dilnillail daril belragam komponeln dil antaranya yang 

palilng krusilal adalah aspelk pelmbangunan yang sudah ovelr kapasiltas selrta 



 
 
 

27  

faktor lilngkungan selhilngga komponeln-komponeln iltu belrpotelnsi l 

melngganggu jalannya pelmelrilntahan yang elfelktilf apabilla tildak 

dilpilndahkan selgelra. 

Upaya pelmilndahan IlKN selbelnarnya sudah dilgaungkan seljak 

Prelsildeln Soelkarno, Prelsildeln Soelharto, dan Prelsildeln Susillo Bambang 

Yudhoyono. Namun, baru pada pelmelrilntahan Prelsildeln Joko Wildodo 

ilnillah, relncana pelmilndahan ilbukota diltanganil selcara lelbilh konkrelt, delngan 

tahapan yang lelbilh jellas. Mellaluil kelselpakatan antara pelmelrilntah dan DPR 

atas Rancangan Undang-Undang telntang Ilbu Kota Nusantara (RUU IlKN) 

yang dilsahkan pada 18 Januaril 2022 lalu. Atas kelselpakatan ilnillah dapat 

dilkatakan bahwa pelmelrilntahan Prelsildeln Joko Wildodo, sudah melngambill 

langkah belranil untuk melwsujudkan elstafelt pelmilndahan ilbu kota nelgara, 

sellangkah delmil sellangkah melnuju kelnyataan.
33

 

Pelmbangunan pusat pelmelrilntahan baru tildak dapat dilgapail delngan 

mudah apabilla hanya melngandalkan APBN hasill kilnelrja masyarakat 

Ilndonelsila mellaluil pajak dan seljelnilsnya. Pelndapatan masyarakat Ilndonelsi la 

selcara nasilonal masilh telrgolong melnelngah (milddlel ilncomel) selhilngga 

sangatlah belrat apabilla pelmilndahan ilbu kota ilnil diltanggung warga lokal 

saja. Pelndanaan pelmbangunan ilnil harus melnggunakan upaya kolaborati lf 

antara warga lokal delngan warga asilng yang melmpunyail modal untuk 

kelbelrlangsungan pelmbangunan IlKN. Ilnvelstasil lokal dan asilng melrupakan 

salah satu solusil daril pelmbilayaan melga proyelk nasilonal ilnil. 

                                                           
33 Justino Jogo, 2022, Pembangunan Ibu Kota Baru & Stabilitas Politik Nasional, Bhamana 

Indonesia Gemilang, Jakarta Selatan, hlm. 18 
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Dalam pelmbelntukan willayah selkalilgus pusat pelmelrilntahan, jilka 

dilcelrmatil selbeltulnya selcara poliltilk melngacu pada masyarakat dan willayah 

selbagail selbab-selbab yang melndahuluil. Selcara sosilologil poliltilk kelhadilran 

masyarakat dil suatu willayah elrat kailtannya delngan kelamanan, 

keltelntraman dan kelpastilan adanya sumbelr-sumbelr yang melnjami ln 

kellangsungan hildup dan relproduksil sosilal melrelka. Dalam jangka panjang 

ilkatan antara masyarakat dan willayahnya melnjadil sangat dalam selhilngga 

mellahilrkan ildelntiltas sosilal khusus pada masyarakat.
34

 

Dalam prosels pelmbangunan IlKN dilbutuhkan stabilliltas nelgara yang 

cukup silgnilfilkan karelna stabilliltas dalam nelgara melrupakan faktor pelntilng 

dalam melnarilk ilnvelstor telrutama ilnvelstor asilng untuk melmbelrilkan modal 

pelmbangunan. Stabilliltas nelgara dapat dillilhat daril kondilsil poliltilknya yang 

apabilla seldilkilt dilnamilka maka pelmbangunan dapat belrgelrak selcara 

silgnilfilkan. Hal ilnil belrkaca pada pelndapat illmuwan poliltilk, yailtu Samuell P. 

Huntilngton yang ilntilnya melngelmukakan bahwa pelmbangunan elkonomi l 

dan stabilliltas poliltilk suatu bangsa melrupakan dua sasaran yang satu sama 

lailn tildak dapat dilpilsahkan karelna melmillilkil keltelrkailtan sangat elrat dan 

salilng melndukung.  

Sellailn mellilhat dilnamilka poliltilk nasilonal, konselp pelnanaman modal 

juga harus dillilhat selcara normatilf delfilniltilf. Dalam pelmbelrilan delfilnilsil pelrlu 

adanya pelmbatasan dan pelmahaman melngelnail pelngelrtilan pelnanaman 

modal belrartil melmbelrilkan konselp yang jellas telrhadap pelngelrtilan 

                                                           
34 Dr. Muhammad Labolo dan Ahmad Averus Toana, 2021, Relokasi Ibukota Negara, CV. Eureka 

Media Aksara, Purbalingga, hlm.30 
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Pelnanaman Modal yang tujuannya untuk melnghilndaril artil nelgatilf telrhadap 

kelbelradaan Pelnanaman Modal khususnya modal asilng.
35

 

Keltildakpilsahan telrselbut karelna para calon ilnvelstor pada umumnya 

melmillilkil suatu pandangan spelkulasil elkonomil yang belrkorellasil delngan 

kondilsil elkonomil poliltilk dalam nelgara yang dapat dilukur untung-rugilnya. 

Apabilla kondilsil nelgara seldang melngalamil pelrgolakan poliltilk yang cukup 

dilnamils maka nillail elkonomils suatu nelgara telrselbut umumnya akan 

melngalamil pelnurunan karelna keltildakstabillan telrselbut belrpotelnsi l 

melnilmbulkan suatu krilmilnaliltas selhilngga melnyelbabkan adanya domilno 

elffelct yang melmpelngaruhil pelrelkonomilan suatu nelgara bailk selcara makro 

ataupun milkro. 

Kelstabillan poliltilk dalam suatu nelgara sangat diltelntukan olelh warga 

nelgara iltu selndilril yang salilng belrilntelraksil satu sama lailn. Delmokrasil yang 

transparan, akuntabell, dan dapat dilpelrtanggungjawabkan selcara rilill 

melrupakan salah satu kuncil adanya kelstabillan poliltilk karelna delngan hal 

telrselbut yang melrupakan salah satu bagilan daril asas good govelrnance l  

dapat melmbelrilkan suatu kelpelrcayaan masyarakat yang tilnggil telrhadap 

pelmelrilntah. 

Tildak ada nelgara yang belrharap pelrang. Namun, seltilap nelgara 

harus mellilndungil dan melngutamakan kelpelntilngan nasilonalnya. Agar 

kelpelntilngan nasilonal (suatu) nelgara tildak telrganggu, maka pelrtahanan dan 

kelamanannya harus dilkellola selcara maksilmal. Dalam hal ilnil, ilbukota 

                                                           
35 Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia., Ed. Rev. Cet. 4, Jakarta : Kencana, 

2010, hlm. 50.   
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nelgara selbagail pusat pelmelrilntahan, pusat admilnilstrasil nelgara yang 

belrsangkutan, selrta selbagail selntra elkonomil maupun poliltilk, telntunya 

belrpelran pelntilng selbagail silmbol kelkuatan nelgara telrselbut. Maka, 

pelrtahanan dan kelamanannya haruslah mumpunil. Delmil melngantilsilpasi l 

ancaman pelrtahanan dan gangguan kelamanan dil ilbu kota baru, 

Kelmelntelrilan PPN atau Bappelnas melmpelrsilapkan silstelm pelrtahanan dan 

kelamanan yang canggilh. “Seljalan delngan konselp IlKN selbagail smart cilty, 

mastelrplan dilrancang delngan muatan telknologil canggilh dan local wilsdom 

selhilngga belrcilrilkan smart delfelncel dan smart selcurilty," kata Dilrelktur 

Pelrtahanan dan Kelamanan Kelmelntelrilan PPN/Bappelnas Bogat 

Wildyatmoko dalam keltelrangan relsmilnya, tahun lalu. IlKN selbagail celntelr 

of gravilty dan elnablelr. Pelrtahanan dan kelamanan adalah syarat 

kelbelrlangsungan pelmbangunan dil selgala bildang. Melngilngat, nelgara 

delngan konflilk tilnggil, celndelrung sulilt melnseljahtelrakan masyarakatnya. 

Proyelksil gellar kelkuatan TNIl untuk pelngamanan IlKN, 

dilrelncanakan akan belrupa Smart Delfelnsel and Dual Stratelgy, Mariltilme l 

Vilrtual Gatel dil Sellat Makasar. Mariltilmel Vilrtual Gatel melrupakan gelrbang 

modelrn delngan melmanfaatkan ellelmeln-ellelmeln pelmbangun gelrbang belrupa 

silstelm telknologil modelrn delngan arsiltelktur ilmajilnelr, untuk melmastilkan 

pelrgelrakan orang dan barang. Bailk dil pelrmukaan ataupun bawah laut 

dapat telrkuantilfilkasil delngan telpat. Fungsil daril Vilrtual Mariltilmel Gatel Ilbu 

Kota Nelgara dil Sellat Makassar untuk melngildelntilfilkasil selgala belntuk 
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objelk telrapung ataupun bawah ailr, yang mellaluil Sellat Makassar melnuju 

willayah ilbu kota nelgara.  

Sellailn pelrtahanan dan kelamanan yang dillakukan olelh TNIl dan 

Polril, kelpelrcayaan masyarakat pun melnjadil salah satu kuncil stabilliltilas 

nelgara. Kelpelrcayaan kelpada masyarakat akan melngurangil suatu tilndakan 

dilsobeldilelncel (pelmbangkangan) telrhadap pelmelrilntah karelna pelmelrilntah 

dapat melnjalankan tugasnya delngan bailk delmil kelseljahtelraan masyarakat. 

Pelmelrilntah selcara welwelnang tildak hanya melngilkat selcara struktural, tapi l 

selcara morill yang harus dilsellaraskan guna melndapatkan suatu hasill yang 

maksilmal dalam melnjalankan amanah rakyat Ilndonelsila. 

Dalam Hukum Pelnanaman Modal telrdapat selpelrangkat pelraturan 

yang belrilsil pelrilntah, larangan dan kelbolelhan yang melngatur selgala belntuk 

kelgilatan melnanam modal, bailk olelh pelnanam modal dalam nelgelril maupun 

pelnanam modal asilng untuk mellakukan usaha dil willayah nelgara Relpublilk 

Ilndonelsila. Tujuan daril pelnanaman modal telrselbut adalah untuk 

melmpelrolelh keluntungan bagil pilhak yang melnanamkan modalnya.
36

 

Selcara kontelkstual, stabilliltas nelgara dalam kelrangka pelnanaman 

modal dil Ilndonelsila telrcantum dalam belbelrapa pasal melngelnail pelnanaman 

modal (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007). Aturan-aturan khusus 

Pelnanaman Modal yang belrkailtan melngelnail stabilliltas nelgara dalam 

Undang-Undang telrselbut dil antaranya, yailtu : 

1. Bab I lIlIl Pasal 4 Ayat (1) melngelnail Kelbiljakan Dasar Pelnanaman 

                                                           
36 M. Khoidin, 2019, Hukum Penanaman Modal, Lakbang Justitia, Jogjakarta, hlm. 7 
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Modal
37

 “Pelmelrilntah melneltapkan kelbiljakan dasar pelnanaman 

modal untuk :  

a. melndorong telrcilptanya ilklilm usaha nasilonal yang kondusilf 

bagil pelnanaman modal untuk pelnguatan dan daya sailng 

pelrelkonomilan nasilonal; dan 

b. melmpelrcelpat pelnilngkatan pelnanaman modal.” 

Keldua poiln telrselbut dapat dilanalilsils selcara umum bahwa 

pelmelrilntah melngilngilnkan adanya kelstabillan suatu nelgara 

dalam aspelk pelnanaman modal bailk PMA atau PMDN yang 

kelduanya sama-sama belrtujuan delmil melncilptakan 

kondusilfiltas nelgara yang dilsokong olelh kelkuatan 

pelrelkonomilan nasilonal. 

2. Pasal 3 Ayat (1) huruf f melngelnail Asas Elfilsilelnsil Belrkeladillan.
38

 

Dalam asas telrselbut diljellaskan selcara deltaill dil pelnjellasan 

melngelnail tujuan daril adanya pelnanaman modal guna 

melmbelrilkan suatu kondusilfiltas selhilngga dapat melnjalankan 

pelmbangunan selcara elfilsileln dan elfelktilf. 

Olelh karelna iltu, stabilliltas nelgara dapat telrcapail apabilla selluruh 

komponeln yang tilnggal dil Ilndonelsila salilng belrkolaborasil dan belrsilnelrgi l 

selcara sellaras delmil kelmajuan bangsa Ilndonelsila kel arah yang lelbilh bailk. 

 

                                                           
37 Indonesia, Undang-Undang Penanaman Modal, Pasal 4 Ayat (1)  
38 Ibid, Pasal 3 Ayat (1) 
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2. Tinjauan Umum Investasi Asing berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2007 

Ilnvelstasil asilng melrupakan salah satu komponeln pelntilng dalam 

ranah ilnvelstasil dil Ilndonelsila. Pelrmodalan yang dilbelrilkan olelh warga asilng 

telrhadap pelmbangunan Ilndonelsila sudah cukup lama dillakukan olelh 

pelmelrilntah Ilndonelsila. Ruang pelrmodalan asilng ilnil dilbuka olelh pelmelrilntah 

Ilndonelsila mellilhat daril kondilsil elkonomil masyarakat Ilndonelsila yang masilh 

telrgolong melnelngah kel bawah selhilngga pelrlu adanya tambahan modal-

modal asilng untuk stilmulus pelrelkonomilan masyarakat lokal. 

Ilndonelsila pelrtama kalil melnandatanganil pelrjanjilan ilnvelstasil 

billatelral delngan Amelrilka Selrilkat,
39

 seltellah dillakukan pelrtukaran Nota 

Dilplomatilk antara Melntelril Luar Nelgelril RIl pada waktu iltu, Adam Malilk, 

delngan Chargel d‟Affailrs Ad Ilntelrilm Keldutaan Belsar Amelrilka Selrilkat di l 

Jakarta, Jack W. Lydman, pada 7 Januaril 1967.
40

 Pelrtukaran nota antara 

Melntelril Luar Nelgelril delngan Keldutaan Belsar iltu dilcapail seltellah 

selbellumnya dillangsungkan pelmbilcaraan antara Wakill-wakill Pelmelrilntah 

Relpublilk Ilndonelsila dan Pelmelrilntah Amelrilka Selrilkat belrkailtan delngan 

upaya melnilngkatkan pelnanaman modal dil Ilndonelsila dalam rangka 

mellanjutkan pelngelmbangan sumbelr-sumbelr elkonomil dan kelmampuan 

produktilf Ilndonelsila.
41

 

                                                           
39 Perjanjian Penanaman Modal Indonesia dengan Amerika Serikat diratifikasi dengan Keputusan  

Presiden No. 97 Tahun 1967 pada tanggal 3 Juli 1967.  
40 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Daftar Perjanjian Peningkatan Perlindungan 

Penanaman Modal (P4M) Indonesia Dengan Negara Lain, Jakarta, 2012. 
41 P4M antara Indonesia dan Amerika Serikat diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 97 

Tahun 1967. Konsideran menimbang dari Keppres No. 97/1967. 
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Pelrjanjilan ilnvelstasil pada awalnya melrupakan suatu pelrjanjilan 

pelrsahabatan, pelrdagangan dan navilgasil atau pelrjanjilan frilelndshilp, 

commelrcel and navilgatilon (FCN), keltilka Amelrilka Selrilkat dan Pelrancils 

pada tahun 1778 melmbuat pelrjanjilan pelrdagangan (commelrcilal trelatilels).
42

 

Namun, selilrilng belrjalannya waktu maka ilnvelstasil telrutama ilnvelstasil 

ilntelrnasilonal dilatur selcara keltat olelh hukum yang belrlaku dil seltilap nelgara. 

Ilstillah ilnvelstasil asilng ilnil selrilng dilsalahpahamil olelh kelbanyakan 

masyarakat Ilndonelsila dan celndelrung melmbelrilkan kelsan yang melngelrilkan 

telrhadap bangsa Ilndonelsila. Sellailn iltu, ilstillah “asilng” dil nelgelril ilnil melmillilkil 

konotasil nelgatilf jilka dillilhat daril kacamata umum masyarakat Ilndonelsila. 

Padahal, tujuan daril ilnvelstasil ilnil sangatlah bailk, teltapil selrilng 

dilsalahpahamil olelh kelbanyakan masyarakat Ilndonelsila yang kelmungkilnan 

bellum tau maksud dan tujuan diladakannya pelnanaman modal olelh warga 

asilng. 

Pelmelrilntah Ilndonelsila dalam melmbuat kelbiljakan pastil melmbelrilkan 

suatu pelrtilmbangan yang sangat matang telrkhususnya dalam hal 

stilmulilsasil elkonomil delmil kelmajuan bangsa Ilndonelsila. Kelbiljakan telntang 

ilnvelstasil daril pelmelrilntah Ilndonelsila dapat dillilhat daril kelputusan-kelputusan 

yang dilkelluarkan. Belrdasarkan silaran pelrs yang dilkelluarkan olelh otorilta 

IlKN pada tanggal 28 Novelmbelr 2023 dil dalamnya telrkabarkan adanya 

kolaborasil antara pelmelrilntah Ilndonelsila delngan ilnvelstor Amelrilka Selrilkat 

mellaluil Delputil Pelndanaan dan Ilnvelstasil yang belrbilcara dalam Forum 

                                                           
42 Rudolf Dolzier and Christoph Schreuer, Principles of International Investment Law, Oxfor 

University Press, New York, 2008, hlm. 17. 
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Bilsnils belrtelmakan “Tradel and Ilnvelstmelnt Opportuniltilels iln Nusantara, 

Ilndonelsila Nelw Capiltals Cilty” dil Nelw York. Hal telrselbut melrupakan 

langkah nyata pelmelrilntah dalam melnawarkan selbuah pelrmodalan asilng 

guna pelmbangunan IlKN.
43

 

Pelrmodalan asilng ilnil sudah lama dilatur olelh pelmelrilntah Ilndonelsila 

delngan selgala pelrubahan dan relvilsilnya. Hukum melngelnail ilnvelstasil asilng 

untuk selkarang ilnil belrdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2007 melngelnail Pelnanaman Modal. Dalam aturan ilnil dilselbutkan ada dua 

subjelk belselrta objelk pelntilng dalam pelnanaman modal, yai ltu dalam 

lilngkup lokal dan asilng. Pelrmodalan dalam lilngkup asilng atau selrilng 

dilselbut delngan ilnvelstasil asilng telrcantum dalam belbelrapa bab dan pasal dil 

antaranya, yailtu: 

1. Bab I l Pasal 1 Ayat (3) melngelnail delfilnilsil Pelnanaman Modal 

Asilng
44

  

Pada aturan ilnil diljellaskan melngelnail artil daril PMA. 

2. Bab 1 Pasal 1 Ayat (6) melngelnail delfilnilsil Pelnanam Modal 

Asilng
45

 

Pada hukum ilnil dilartilkan melngelnail subjelk daril tilndakan 

Pelnanaman Modal Asilng   

                                                           
43 Siaran Pers Otorita IKN 
44 Indonesia, Undang-Undang Penanaman Modal, Pasal 1 Ayat (3) 
45 Ibid, Pasal 1 Ayat (6) 
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3. Bab 1 Pasal 1 Ayat (8) melngelnail Objelk Ilnvelstasil Modal Asilng
46

 

Dalam aturan ilnil diljellaskan makna daril objelk yang akan 

dilgunakan dalam Pelnanaman Modal Asilng 

4. Bab 3 Pasal 4 Ayat (2) telntang Kelbiljakan Dasar Pelnanaman 

Modal
47

  

Aturan ilnil melngatur pelrilhal kelpelntilngan nasilonal yang harus 

diljaga selcara selksama dalam mellakukan pelrmodalan asilng 

karelna kondilsil masyarakat Ilndonelsila yang selcara umum masilh 

telrgolong khawatilr akan ilstillah ilnvelstasil asilng yang selrilng 

dilsalah pahamil. 

 

5. Bab 4 Pasal 5 Ayat (2) melngelnail Belntuk Badan Usaha dan 

Keldudukan
48

 

Dalam bab ilnil diljellaskan proseldur yang harus dillakukan apabilla 

ilngiln mellakukan ilnvelstasil, yailtu harus belrbelntuk pelrselroan 

telrbatas guna keljellasan dalam melmbelrilkan bagil hasill 

keluntungan yang umumnya belrupa saham. 

6. Bab 7 Pasal 12 Ayat (2) melngelnail Bildang Usaha
49

 

Aturan ilnil melmbelrilkan batasan kelpada ilnvelstor asilng dalam 

                                                           
46 Ibid, Pasal 1 Ayat (8) 
47 Ibid, Pasal 4 Ayat (2) 
48 Ibid, Pasal 5 Ayat (2) 
49 Ibid, Pasal 12 Ayat (2) 
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melmbangun pelrusahaan. Telrdapat belbelrapa bildang usaha yang 

dillarang dalam aturan ilnil dil antaranya, yailtu produksil selnjata, 

melsilu, alat pelleldak, pelralatan pelrang, dan bildang usaha yang 

selcara cksplilsilt dilnyatakan telrtutup belrdasarkan undang-undang 

7. Bab 10 Pasal 23 Ayat (3) melngelnail Fasilliltas Pelnanam/Ilnvelstor 

Asilng
50

 

Ilnvelstor asilng yang melnanamkan modalnya dil Ilndonelsila 

dilbelrilkan fasilliltas olelh pelmelrilntah selpelrtil halnya telrcantum 

dalam Undang-Undang Pelnanaman Modal Asilng yang dil 

antaranya fasilliltas ilalah pelrilzilnan tilnggal daril kelilmilgrasilan 

Ilndonelsila selrta pelriljilnan TKA (Telnaga Kelrja Asilng). 

8. Bab XIl melngelnail Pelngelsahan dan Pelrilzilnan Pelrusahaan
51

 

Proseldur telrakhilr dalam pelnanaman modal asilng dil Ilndonelsila 

ilalah pelriljilnan dan pelngelsahan pelrusahaan kelpada pelmelrilntah 

guna melndapatkan kelamanan dan lelgaliltas yang kuat olelh 

pelmelrilntah.  

Dalam Undang-Undang Cilpta Kelrja pun tellah melngatur pelrilhal 

pelnanaman modal guna melnilngkatkan ilnvelstasil dil Ilndonelsila 

mellaluil meltodel omnilbus law. 

 

3. Tinjauan Umum Dasar Hukum Pembangunan IKN 

                                                           
50 Ibid, Pasal 23 Ayat (3) 
51 Ibid, Undang-Undang Penanaman Modal 
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Aturan yang melndasaril pelmbangunan IlKN tellah dilsahkan 

melnjadil Undang-Undang olelh DPR pada tahun 2022. Pelngelsahan 

telrselbut melnuail pro dan kontra dil ilntelrnal DPR ataupun dil luar DPR. 

Namun, dilnamilka poliltilk pelmbelntukan Undang-Undang telrselbut adalah 

hal yang lumrah dalam nelgara delmokrasil karelna jilka seltilap Undang-

Undang yang dilkelluarkan tildak telrdapat pilhak pelngkriltils maka produk 

hukumnya celndelrung akan ugal-ugalan. Olelh karelna iltu, dilbutuhkan 

kelselilmbangan poliltilk untuk salilng mellelngkapil selhilngga produk hukum 

yang dilkelluarkan ilalah produk yang telrbailk. 

Dasar hukum pelmbangunan IlKN telrmuat dalam Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2022. Undang-Undang telrselbut melnjellaskan pelrilhal 

lelgaliltas matelrilill pelnjabaran daril naskah akadelmilk yang tellah 

dilkelluarkan tilm pelnyusun lelgilslasil Undang-Undang IlKN. Dalam 

Undang-Undang IlKN ilnil telrdapat 11 Bab delngan 44 Pasal. 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 melrupakan landasan 

yurildils daril pelmbangunan IlKN. Landasan yurildils melrupakan 

pelrtilmbangan atau alasan yang melnggambarkan bahwa pelraturan yang 

dilbelntuk untuk melngatasil pelrmasalahan hukum atau melngilsil kelkosongan 

hukum delngan melmpelrtilmbangkan aturan yang tellah ada, yang akan 

dilubah, atau yang akan dilcabut guna melnjamiln kelpastilan hukum dan rasa 

keladillan masyarakat. Landasan yurildils melnyangkut pelrsoalan hukum 

yang belrkailtan delngan substansil atau matelril yang dilatur selhilngga pelrlu 

dilbelntuk pelraturan pelrundang-undangan yang baru. Belbelrapa pelrsoalan 
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hukum iltu, antara lailn, pelraturan yang sudah keltilnggalan, pelraturan yang 

tildak harmonils atau tumpang tilndilh, jelnils pelraturan yang lelbilh relndah 

daril Undang-Undang selhilngga daya belrlakunya lelmah, pelraturannya 

sudah ada, teltapil tildak melmadail, atau pelraturannya melmang sama selkali l 

bellum ada. 

Selbellumnya, Jakarta dilteltapkan selbagail Ilbu Kota Nelgara 

Relpublilk Ilndonelsila belrdasarkan Pelneltapan Prelsildeln Nomor 2 Tahun 

1961 jo. Undang-Undang PNPS Nomor 2 Tahun 1961. Seltellah iltu, 

belrturut-turut, belrbagail Undang-Undang kelmbalil melneltapkan Jakarta 

selbagail Daelrah Khusus Ilbu Kota (DKIl), mulail daril Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999, hilngga 

telrakhilr, yang masilh belrlaku hilngga saat ilnil, dilatur mellaluil Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2007 telntang Pelmelrilntahan Provilnsil Daelrah 

Khusus Ilbu Kota Jakarta selbagail Ilbu Kota Nelgara Kelsatuan Relpubli lk 

Ilndonelsila.
52

 

Dil sampilng iltu, Undang-Undang telntang ilbu kota Nelgara ilnil akan 

melngatasil pelrsoalan hukum belrupa otonomil khusus yang mellelkat pada 

pelmelrilntahan I lKN. Kelmelntelrilan Dalam Nelgelril dan Pelmelrilntah Provilnsil 

DKIl Jakarta seldang melnyusun Naskah Akadelmilk untuk Pelrubahan 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dalam rangka melngadakan 

harmonilsasil dan pelnyelsuailan melngelnail belbelrapa hal telrkailt urusan 

pelmelrilntahan yang dalam praktilknya melnelmuil kelruweltan akilbat posilsi l 

                                                           
52 Naskah Akademik, Ibukota Nusantara 
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Jakarta yang belrpelran ganda, yaknil selbagail daelrah otonom khusus Ilbu 

Kota dan juga selbagail pelrpanjangan tangan pelmelrilntah pusat. Delngan 

delmilkilan, Undang-Undang yang dilsusun belrdasarkan Naskah Akadelmilk 

ilnil akan melngatasil pelrsoalan hukum telrselbut. 

 

4. Tinjauan Umum Pembangunan IKN 

Dalam melmbangun IlKN telntunya melmelrlukan konselp yang 

matang dan dildasaril pada vilsil jangka panjang suatu bangsa. 

Pelngelmbangan ilbu kota baru bilasanya dilkailtkan delngan pelrkelmbangan 

konselp-konselp pelmbangunan kota dan kelbutuhan bangsa yang melndasari l 

pelrtilmbangan pelmilndahan ilbu kota telrselbut. Paradilgma pelrelncanaan dan 

pelngelmbangan kota baru sellanjutnya hadilr selbagail salah satu 

pelrtilmbangan pelntilng dalam pelngelmbangan ilbu kota nelgara dil lokasi l 

yang baru. Paradilgma pelmbangunan kota baru yang belrkelmbang pada 

abad ilnil adalah kota modelrn dan belrkellanjutan. Kelduanya dapat melmillilki l 

makna yang salilng mellelngkapil. 

IlKN Nusantara dilrancang untuk melnjadil kota pilntar atau smart 

cilty yang belrkellas dunila. Selbagail Tilm Pellaksana, telntunya belrpatok pada 

urban delsilgn delvellopmelnt yang dilhasillkan olelh Satgas Pelrelncanaan. Di l 

sana dilselbutkan melngelnail Pillar Ildelntiltas Bangsa. KPIl-nya adalah 

Ilndonelsilaselntrils. Dil sana dilmasukkan juga budaya dan nillail nillail luhur 

bangsa Ilndonelsila, selpelrtil adanya aktilviltas gotong royong. Akan 

dilsilapkan juga ruang-ruang warga belraktilviltas dan belrilntelraksil. 
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Dalam pelmbangunan selbuah kota dilpelrlukan struktur yang kuat. 

Struktur selbuah kota, akan melmbelntuk nillail masyarakatnya. IlKN 

dilbangun delngan selmangat untuk melmbelntuk nillail nillail baru. Contohnya 

nillail motilvatilf, krelatilviltas, dilsilpliln. Jadil, hal yang dilkatakan Prelsildeln 

adalah melmbangun kota baru selbagail belntuk relformasil. 

Sellailn dalam tata kellola pelrkotaanya, pelmbangunan IlKN daril selgil 

budaya, Kalilmantan melmang unilk. Contohnya Balilkpapan, palilng 

banyak pelnduduknya justru belrasal daril Jawa. Dulu melrelka daril Jawa ke l 

Kalilmantan, selbagail pelkelrja milnyak. Sellailn iltu, pada masa kilnil banyak 

juga telnaga telnaga buruh daril Jawa, Surabaya, Selmarang. Seldangkan dil 

Samarilnda, banyak orang Banjar, Kutail, dan orang Dayak.  

Pelmbangunan IlKN dillaksanakan karelna ilbu kota nelgara 

Ilndonelsila sudah tildak layak diljadilkan telmpat pelmelrilntah. Belrbagai l 

macam faktor yang dapat diljellaskan pelrilhal sudah tildak layaknya Jakarta 

melnjadil pusat pelmelrilntahan. Hal telrselbut juga melndorong adanya 

pelmelrataan pelmbangunan yang tildak hanya telrpusat dil pulau Jawa 

mellailnkan telrselbar dil selluruh Ilndonelsila. Konselp Ilndonelsilaselntrils 

dilharapkan dapat mulail telrwujud delngan adanya pelmilndahan Ilbu kota kel 

Kalilmantan selhilngga pelmelrataan pelmbangunan pun dapat telrjadil. 

Delngan diltelrbiltkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, 

pelmilndahan ilbu kota nelgara selcara belrtahap akan dillaksanakan. Relncana 

pelmilndahan Ilbu Kota Nusantara (IlKN) daril Jakarta kel Kalilmantan Tilmur 

melmbutuhkan bilaya yang sangat belsar. Pelmelrilntah melnghadapi l 
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keltelrbatasan dalam pelnganggaran proye lk ilbu kota nelgara ilnil, apalagi l 

proyelk ilnil belrsamaan delngan mellandanya wabah pandelmil Covild-19. 

Pelnanganan dampak pandelmil Covild-19 ilnil melnambah keltelrbatasan 

anggaran bellanja nelgara yang lailn, telrmasuk juga anggaran pelnyilapan 

proyelk ilbu kota nelgara ilnil. Melnurut Sril Mulyanil, pelmbilayaan 

pelmbangunan proyelk ilbu kota ilnil akan belrasal daril 3 (tilga) sumbelr, yailtu 

Anggaran Pelndapatan dan Bellanja Nelgara (APBN), Kelrja sama 

Pelmelrilntah dan Badan Usaha (KPBU), dan pelndanaan daril swasta. Sellailn 

iltu, Kelpala Badan Otorilta Ilbu Kota Nelgara melmbuka pillilhan pelmbilayaan 

pelmbangunan IlKN mellaluil skelma urun dana/crowdfundilng. 

Crowdfundilng melrupakan modell pelnghilmpunan dana dil mana 

unsur-unsur dalam elkosilstelmnya, yailtu: (1) crelator (pelngusaha atau 

ilndilvildu delngan tujuan telrtelntu), (2) backelr (ilnvelstor, pelmilnjam, atau 

delrmawan), (3) platform crowdfundilng selbagail ilntelrmeldilary, belrupa 

siltus onlilnel untuk meldila promosil proyelk. Pelmelrilntah pelrlu melmpellajari l 

apa yang melnjadil motilvasil atau dorongan selselorang untuk melnjadi l 

backelr proyelk/kampanye l dalam suatu platform crowdfundilng. Selcara 

garils belsar, telrdapat tilga macam motilvasil selselorang yang ilngiln 

belrpartilsilpasil melnjadil backelr dalam platform crowdfundilng melnurut 

Buyselrel, yailtu socilal relturn, matelrilal relturn, dan filnancilal relturn.
53

 

Hal telrselbut melrupakan belntuk nyata pelnelrapan konselp 

govelrnancel dalam tata pelmelrilntahan Ilndonelsila yang melngeldelpankan tilga 

                                                           
53 Ibid, hlm. 21 
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(3) kolaborasil unsur, yailtu unsur pelmelrilntahan, unsur socilelty, dan unsur 

prilvatel (swasta). Kolaborasil keltilga unsur telrselbut sangatlah pelntilng guna 

belrsama-sama melmbangun bangsa Ilndonelsila.Adapun Visi serta Ruang 

lingkup Ibu Koota Nusantara (IKN) sebagai berikut: 

A. Visi Ibu  Kota Nusantara 

Vilsil Ilbu Kota Nusantara (IlKN) adalah melnjadil kota kellas dunila 

untuk selmua. Vilsil IlKN melnelkankan bahwa pelmbangunan IlKN akan 

melnelrapkan manajelmeln belrstandar global, melnjadil pelnggelrak elkonomil 

Kalilmantan, dan pelmilcu pelnguatan rantail nillail domelstilk dil selluruh 

willayah Ilndonelsila Tilmur.
54

  

Melwujudkan silmbol ildelntiltas nasilonal kota yang melncelrmilnkan 

karaktelr sosilal budaya, kelbelragaman, pelrsatuan dan kelsatuan, selrta 

kelbelsaran bangsa Ilndonelsila yang dillandasil olelh nillail-nillail Pancasilla 

dan Bhilnnelka Tunggal Ilka.
55

 

Melngelmbangkan Kota Belrkellanjutan dil Dunila Kota yang 

melngellola sumbelr daya selcara elfilsileln dan melmbelrilkan pellayanan 

selcara elfelktilf delngan pelngellolaan tata ruang dan lahan yang telrtilb, 

pelmanfaatan sumbelr daya ailr dan elnelrgil selcara elfilsileln, pelngellolaan 

sampah dan saniltasil yang belrsilh dan selhat, pelngelmbangan moda 

transportasil yang telrilntelgrasil, selrta pelnataan lilngkungan pelrumahan dan 

pelrmukilman yang layak hunil, selhat, nyaman, aman, dan lelstaril. 
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Melnggelrakkan Elkonomil Ilndonelsila Masa Delpan Kota yang 

melndorong transformasil sosilal-elkonomil melnjadil lelbilh progrelsilf, 

ilnovatilf, dan kompeltiltilf delngan melngoptilmalkan pelngelmbangan dan 

pelmanfaatan telknologil, arsiltelktur, tata kota, dan kelragaman sosilal-

budaya. IlKN akan dildukung olelh pelngelmbangan elkonomil supelr-hub 

untuk melmastilkan pelnguatan rantail nillail elkonomil domelstilk dan global 

delngan melngoptilmalkan telnaga kelrja, ilnfrastruktur, sumbelr daya, dan 

jarilngan selrta melmbelrilkan pelluang untuk selmua dalam melnilngkatkan 

nillail tambah, pelndapatan, dan kelseljahtelraan. 

B. Ruang Lingkup IKN 

IlKN melmillilkil total arela daratan dan pelrailran selkiltar 324.332 ha 

(helktarel). Arela pelrailran selluas 68.188 ha. Seldangkan, arela daratan 

selluas 256.142 ha yang telrdilril daril dua arela, yailtu Kawasan Ilbu Kota 

Nusantara (KIlKN) dan Kawasan Pelngelmbangan Ilbu Kota Nusantara 

(KP-IlKN). KIlKN melrupakan arela urban selluas 56.180 ha. Dil dalam 

KIlKN telrdapat Kawasan Ilntil Pusat Pelmelrilntahan (KIlPP), yailtu arela 

pusat pelmelrilntahan yang melmillilkil luas 6.671 ha. KP-IlKN adalah arela 

pelngelmbangan delngan luas selkiltar 199.962 ha. Willayah IlKN saat 

relncana ilnil dilsusun, telrdilril atas 54 willayah admilnilstratilf seltilngkat delsa 

atau kellurahan yang mayoriltas belrada dil dalam willayah IlKN delngan 

pelrilncilan 11 delsa dan 4 kellurahan dil Kelcamatan Selpaku, 4 delsa dan 19 

kellurahan dil Kelcamatan Samboja, 5 delsa dil Kelcamatan Loa Janan, 2 
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delsa dil Kelcamatan Loa Kulu, 8 delsa dil Kelcamatan Muara Jawa, dan 1 

delsa dil Kelcamatan Sanga Sang. 

Willayah KIlKN delngan luas kurang lelbilh 56.180 ha telrleltak pada 

dua kabupateln yang sudah ada, yailtu Kabupateln Pelnajam Paselr Utara 

dan Kabupateln Kutail Kartanelgara. Kawasan IlKN belrilrilsan delngan dua 

kelcamatan, yailtu Kelcamatan Selpaku dan Kelcamatan Loa Kulu. Dil 

dalam Kawasan IlKN, telrdapat 11 delsa dan 2 kellurahan.Masilng-masilng 

kel 11 delsa telrselbut yai ltu Sungail Payang, Jonggon Delsa, Argo Mulyo, 

Bukilt Raya, Bumil Harapan, Karang Jilnawil, Selmoil Dua, Sukaraja, 

Sukomulyo, Telngiln Baru, Wonosaril dan 2 kellurahan yang telrdilril daril 

Pelmaluan dan Selpaku.
56

 

 

 

 

5. Tinjauan Umum Stabilitas Negara dalam Perspektif Islam 

Ilslam melngatur seltilap selndil kelhildupan bailk dalam skala makro 

ataupun milkro. Selndil-selndil kelhildupan yang dilatur olelh Ilslam telrselbut 

mellilputil hukum kelnelgaraan ataupun hukum ilndilvildu yang telrcantum 

selcara elksplilsilt atau ilmplilsilt dalam Al Quran dan Hadilst. Salah satu 

konselp yang belrkailtan delngan stabilliltas nelgara ilalah konselp jilhad. 
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Konselp jilhad adalah konselp yang dilnamils, dila bilsa melngalami l 

pelrkelmbangan selsuail delngan kontelks yang melngilrilngilnya.
57

 Jilhad 

melmbella atau melmpelrtahankan nelgara melnurut helmat pelnulils 

dilwujudkan dalam melnjaga prilnsilp-prilnsilp atau nillail-nillail antara lailn: 

ilttilḥâd (pelrsatuan), al-syûrâ (musyawarah), al-‘adl (keladillan), al-

ḥurrilyyah ma‘a mas’ûlilyyah (kelbelbasan dilselrtail tanggung jawab), 

kelpastilan hukum, jamilnan ḥaq al-`ilbad (HAM) dan lailn selbagailnya. 

Ilnillah yang teltap harus dilpelrjuangkan dalam rangka jilhad 

melmpelrtahankan nelgara. 

Stabilliltas nelgara dapat telrjadil apabilla kelamanan suatu nelgara 

telrjamiln delngan bailk. M. Qurailsh Shilhab, dalam hal kelamanan nelgara 

melnyelbutkan pelntilngnya ummatan wasaṭan yailtu umat yang modelrat, 

yang tildak celndelrung kel salah satu golongan atau kel salah satu pilhak 

selhilngga melnggilrilng kelpada silkap yang adill, dan umat yang diljadilkan 

selbagail saksil dan selmua pilhak pun melnyaksilkan, ila diljadilkan selbagai l 

telladan. Karaktelrilstilk ummatan wasaṭan melnurut M. Qurailsh Shilhab ada 

dellapan. (a) Ilman kelpada Allah SWT dan Rasul-Nya; (b) Keltelguhan; (c) 

Kelbiljaksanaan; (d) Pelrsatuan dan kelsatuan selrta pelrsaudaraan; (el) 

Keladillan; (f) Keltelladanan; (g) Kelselilmbangan; dan (h) Ilnklusilf. 

Pelnafsilran M. Qurailsh Shilhab telntang ummatan wasaṭan rellelvan delngan 

dasar nelgara Relpublilk Ilndonelsila, yailtu Pancasilla.
58
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Pangkal daril prilnsilp-prilnsilp poliltilk dan dasar-dasar pelmelrilntahan 

dalam Al-Qur`an, melnurut M. Qurailsh Shilhab diljellaskan pada dua ayat, 

yai ltu dalam Surat al- Nilsâ` ayat 59 dan Âlil „Ilmrân ayat 26. Tafsilr Surat 

al-Nilsâ` ayat 59 adalah selbagail belrilkut :  

 

A

r

t

il

n

y

a : “Hail orang-orang yang belrilman, taatillah Allah dan taatillah Rasul, dan 

Ulill Amril dil antara kamu. Kelmudilan jilka kamu belrlailnan pelndapat telntang 

selsuatu, maka kelmbalilkanlah dila kelpada Allah dan Rasul, jilka kamu belnar-

belnar belrilman kelpada Allah dan haril kelmudilan. Yang delmilkilan iltu lelbi lh 

utama dan lelbilh bailk akilbatnya.” 

 Melnurut M. Qurailsh Shilhab, Surat al-Nilsâ` ayat 58 dan 59 

melngandung prilnsilp-prilnsilp pokok ajaran Ilslam dalam hal kelkuasaan dan 

pelmelrilntahan. Bahkan, pakar tafsilr Rasyild Rildha belrpelndapat, 

”Selandailnya tildak ada ayat lailn yang belrbilcara telntang pelmelrilntahan, 

maka keldua ayat ilnil tellah melmadail. 

Ayat 59 daril Surat al-Nilsâ` dil atas melnyatakan adanya struktur 

dalam masyarakat yang dilselbut ûlî al-amr yang diltelrjelmahkan selbagail 

orang-orang yang belrwelnang melngurus urusan kaum muslilmiln. Melrelka 

telrdilril daril para pelnguasa atau pelmelrilntah, ulama, dan melrelka yang 

melwakillil masyarakat dalam belrbagail kellompok dan profelsilnya. Dalam 

analilsils lelbilh lanjut melngelnail belntuk jamak pada kata ûlil, M. Qurailsh 

Shilhab lelbilh celndelrung pada pelndapat yang melnyatakan bahwa melrelka 
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mellilputil badan atau lelmbaga maupun orang pelr orang yang masilng-masilng 

melmillilkil welwelnang yang sah untuk melmelrilntah dalam bildang masilng-

masilng.
59

 

Prilnsilp pokok yang dilwacanakan dalam tafsilr ayat dil atas 

melnyangkut hubungan masyarakat delngan ûlil al-amr adalah kelpatuhan. 

Masyarakat wajilb taat kelpada para ûlil al-amr suka atau tildak suka 

selpanjang ûlil al-amr telrselbut taat kelpada Allah. Tildak ada keltaatan dalam 

durhaka atau belrmaksilat kelpada Allah. Melnurut M. Qurailsh Shilhab, taat 

dalam bahasa Al-Qur`an belrartil tunduk, melnelrilma selcara tulus, atau 

melnelmanil. Delngan delmilkilan, keltaatan dilmaksud bukan selkadar 

mellaksanakan apa yang dilpelrilntahkan, teltapil juga ilkut belrpartilsilpasil dalam 

upaya yang dillakukan olelh pelnguasa untuk melndukung usaha-usaha 

pelngabdilan kelpada masyarakat. Partilsilpasil masyarakat adalah dukungan 

posiltilf, telrmasuk kontrol sosilal delmil sukselsnya tugas-tugas yang melrelka 

elmban.
60

 

Prilnsilp-prilnsilp kelkuasaan sellanjutnya diljellaskan dalam tafsilr Surat 

Âlil Ilmrân ayat 26. 
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Jakarta, hlm. 85 
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ilnya: “Wahail Tuhan Yang melmpunyail kelrajaan, Elngkau belrilkan kelrajaan 

kelpada orang yang Elngkau kelhelndakil dan Elngkau cabut kelrajaan dari l 

orang yang Elngkau kelhelndakil. Elngkau mulilakan orang yang Elngkau 

kelhelndakil dan Elngkau hilnakan orang yang Elngkau kelhelndakil. Dil tangan 

Elngkaulah selgala kelbajilkan. Selsungguhnya Elngkau Maha Kuasa atas 

selgala selsuatu.” 

Dalam ayat telrselbut diljellaskan bahwa kelkuasaan melmelrilntah 

(kelkuasaan poliltilk) yang dilpilmpiln manusila dil muka bumil adalah 

pelmbelrilan Tuhan atas kelhelndak-Nya, maka selwajarnya Tuhan 

melncabutnya kapan saja Dila melnghelndakil. Melkanilsmel pelmbelrilan dan 

pelncabutan dilwacanakan selbagail selsuatu yang mellaluil melkanilsmel hukum 

yang tellah dilteltapkan Allah dan belrlaku dalam kelhildupan masyarakat 

selbagailmana hukum-hukum alam. Tafsilr daril dua ayat dil atas 

melnunjukkan adanya wacana melngelnail unsur-unsur kelkuasaan yang 

rasilonal yailtu hubungan keltaatan belrdasarkan aturan-aturan hukum dan 

suprarasilonal yailtu keltaatan pada hukumhukum Tuhan selbagailmana 

kelpasrahan kelpada hukumhukum alam. Wacana kelkuasaan rasilonal 

dilpelrkuat dalam kilsah pelngangkatan Thalut selbagail raja Banil Ilsraill dalam 

tafsilr Surat al-Baqarah ayat 247. Ayat telrselbut melngkilsahkan pelnolakan 

yang dillakukan para pelmuka Banil Ilsraill telrhadapat pelngangkatan Thalut 

selbagail raja. Peljellasan ilsil kandungan ayat selcara umum adalah: Kamil 

(pelmuka Banil Ilsraill) lelbilh belrhak melngelndalilkan pelmelrilntahan darilpada 

dila (Thalut). Ilnil melrelka kelmukakan karelna Thalut bukan kelturunan 

bangsawan, seldang para pelmuka masyarakat iltu adalah bangsawan yang 

selcara turun-telmurun melmelrilntah.  

 



 
 
 

50  



 
 
 

51  

BAB III 

PEMBAHASAN 

 

 1. Pengaruh Stabilitas Negara terhadap  Penanaman Modal Asing 

dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara berdasarkan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2007. 

Dalam prosels pelmbangunan IlKN dilbutuhkan stabilliltas nelgara yang 

cukup silgnilfilkan karelna stabilliltas dalam nelgara melrupakan faktor pelntilng 

dalam melnarilk ilnvelstor telrutama ilnvelstor asilng untuk melmbelrilkan modal 

pelmbangunan. Stabilliltas nelgara dapat dillilhat daril kondilsil perekonomian, 

poliltilk,keamanan serta pertahanan negara yang apabilla seldilkilt dilnamilka 

maka pelmbangunan dapat belrgelrak selcara silgnilfilkan. Beberapa pengaruh 

stabilitas negara serta strategi peningkatan terhadap penanaman modal 

sebagai  berikut: 

A. Pengaruh Stabilitas Negara dalam Paradigma Makro Ekonomi 

Investasi di Indonesia  

Ilndonelsila melrupakan salah satu nelgara belsar dil dunila jilka 

diltilnjau daril selgil elkonomil maupun jumlah pelnduduknya. Sellailn 

jumlah pelnduduknya yang banyak, heltelrogelniltas pelnduduk 

Ilndonelsila dalam hal kelsukuan, agama, ras, dan golongan 

melngakilbatkan telrjadilnya ilntelraksil yang belragam pada kelhildupan 

belrbangsa dan belrnelgara. Kelanelkaragaman telrselbut melngakilbatkan 

tilmbulnya belrbagail dilnamilka bailk dalam skala milkro ataupun 

makro. Tilnjauan melngelnail nelgara umumnya dillilhat selcara makro 
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telrkhususnya dalam lilngkup elkonomil. Makroelkonomil melrupakan 

suatu cabang Illmu Elkonomil yang melnjellaskan pelrilhal elkonomi l 

nelgara dalam lilngkup yang luas/belsar selhilngga telrdapat komponeln-

komponeln ilnstiltusilonal yang salilng melmpelngaruhil satu sama lailn.  

Aspelk pelrelkonomilan melrupakan salah satu komponeln 

pelntilng dalam stabilliltas nelgara yang harus selnantilasa diljaga olelh 

para pelmangku kelpelntilngan dil nelgelril ilnil. Hal ilnil belrkaca dalam 

seljarah I lndonelsila yang pelrnah melngalamil krilsils pelrelkonomilan 

pada tahun 1998 karelna telrjadilnya ilnflasil belsar-belsaran yang 

melngguncang nelgara Ilndonelsila selhilngga telrjadil suatu 

keltildakstabillan bahkan telrgolong kelkacauan sosilal. Pelrilstilwa 

telrselbut melrupakan catatan pelntilng bangsa Ilndonelsila telntang 

pelngaruh faktor elkonomil dalam melnjaga kelstabillan nelgara yang 

nyata. Cara konkrilt yang harus dillakukan guna melnjaga 

pelrelkonomilan nelgara adalah delngan pelnelntuan polilcy (kelbiljakan) 

yang telpat sasaran. 

Kelbiljakan yang dilkelluarkan olelh para stakelholdelr harus 

melmpelrhatilkan selgala aspelk telrkhususnya yang belrkailtan delngan 

pelrelkonomilan nelgara guna melnjaga stabilliltas elkonomil yang 

melnseljahtelrakan rakyat Ilndonelsila. Kelbiljakan publilk pelrelkonomilan 

dapat dilkatelgorilkan melnjadil dua hal, yailtu kelbiljakan moneltelr 

(keluangan) dan filskal (pelrpajakan). Keldua kelbiljakan publilk 

telrselbut sangat belrkailtan delngan stabilliltas nelgara yang ada 
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selhilngga dapat dilatur guna melrelspon siltuasil kondilsil telrkhususnya 

kondilsil global pelrelkonomilan agar nillail keluangan dalam masyarakat 

dapat diljangkau olelh khalayak luas. Aspelk filskal dan aspelk 

moneltelr suatu nelgara melrupakan aspelk yang salilng belrsilmultan 

dalam markelt global yang sangat dilnamils telrgantung pelrillaku 

elkonomil suatu masyarakatnya.  

Stabilliltas nelgara dapat telrcapail apabilla masyarakat Ilndonelsila 

melrasa puas delngan kelbiljakan yang dillakukan olelh pelmilmpiln 

nelgara. Kelbiljakan publilk yang dillakukan pelmangku nelgara dalam 

bildang pelrelkonomilan dapat melngurangil angka pelngangguran, 

melncilptakan lapangan pelkelrjaan selrta melmpelrlancar ilnvelstasil atau 

pelnanaman modal dalam skala relgilonal, nasilonal, ataupun 

ilntelrnasilonal guna melngaksellelrasil pelrelkonomilan suatu nelgara. 

Ilnvelstasil melrupakan aspelk pelntilng dalam pelrtumbuhan 

pelrelkonomilan nelgara. Hal telrselbut salilng belrkailtan satu sama lailn 

karelna telrjadil cilrcular flow of elconomilc yang apabilla telrjadil 

dilsfungsilonal satu sama lailn maka akan melngacaukan silstelm 

pelrelkonomilan dan belrpotelnsil telrjadilnya ilnstabilliltas nelgara. 

Pelrilstilwa konkrilt yang dapat dilrasakan olelh masyarakat apabilla 

telrjadil dilsfungsilonal elkonomil adalah pelmelnuhan kelbutuhan 

kelselharilan yang tildak dapat telrpelnuhil selcara bailk selhilngga melmilcu 

telrjadilnya krilmilnaliltas dalam masyarakat.  
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Silnelrgil Kelbiljakan Bank Ilndonelsila dan Pelmelrilntah mellaluil 

pakelt kelbiljakan Selptelmbelr IlIl ilnil dilharapkan dapat melmpelrkuat 

stabilliltas makro elkonomil dan struktur pelrelkonomilan Ilndonelsila, 

telrmasuk selktor keluangan, selhilngga selmakiln belrdaya tahan.  

1.  Melnjaga stabilliltas nillail tukar Rupilah 

Kelhadilran Bank Ilndonelsila dil pasar valas domelstilk dalam 

mellakukan stabillilsasil nillail tukar Rupilah dilpelrkuat delngan 

ilntelrvelnsil dil pasar forward. Dil sampilng mellakukan ilntelrvelnsil dil 

pasar spot, Bank Ilndonelsila juga akan mellakukan ilntelrvelnsil dil pasar 

forward guna melnye lilmbangkan pelnawaran dan pelrmilntaan dil pasar 

forward. Upaya melnjaga kelselilmbangan pasar forward selmakiln 

pelntilng dalam melngurangil telkanan dil pasar spot. 

2.  Melmpelrkuat pelngellolaan lilkuildiltas Rupilah 

Pelngelndalilan lilkuildiltas Rupilah dilpelrkuat delngan 

melnelrbiltkan Selrtilfilkat Delposilto Bank Ilndonelsila (SDBIl) 3 bulan 

dan Relvelrsel Relpo SBN delngan telnor 2 milnggu. Pelnelrbiltan 

ilnstrumeln opelrasil pasar telrbuka (OPT) telrselbut dilmaksudkan untuk 

melndorong pelnyelrapan lilkuildiltas selhilngga belrgelselr kel ilnstrumeln 

yang belrtelnor lelbilh panjang. Pelrgelselran lilkuildiltas kel telnor yang 

lelbilh panjang dilharapkan dapat melngurangil rilsilko pelnggunaan 

lilkuildiltas Rupilah yang belrlelbilhan pada kelgilatan yang dapat 

melnilngkatkan telkanan telrhadap nillail tukar Rupilah. 
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3.  Melmpelrkuat pelngellolaan pelnawaran dan pelrmilntaan valuta 

asilng (valas) 

Pelngellolaan pelnawaran dan pelrmilntaan telrhadap valas 

dilpelrkuat delngan belrbagail kelbiljakan. Hal ilnil dillakukan delngan 

tujuan melnilngkatkan pelnawaran dan melngelndalilkan pelrmilntaan 

telrhadap valas. 

Pelrtama, pelnguatan kelbiljakan untuk melngellola supply & 

delmand valas dil pasar forward. Kelbiljakan ilnil belrtujuan 

melndorong transaksil forward jual valas/ Rupilah dan melmpelrjellas 

undelrlyilng forward bellil valas/ Rupilah. Hal ilnil dillakukan delngan 

melnilngkatkan threlshold forward jual yang wajilb 

melnggunakanundelrlyi lng daril selmula 1 juta dolar AS melnjadil 5 juta 

dolar AS pelr transaksil pelr nasabah dan melmpelrluas cakupan 

undelrlyilng khusus untuk forward jual, telrmasuk delposilto valas dil 

dalam nelgelril dan luar nelgelril. 

Keldua, pelnelrbiltan Surat Belrharga Bank Ilndonelsila (SBBIl) 

Valas. Pelnelrbiltan telrselbut akan melndukung pelndalaman pasar 

keluangan, khususnya pasar valas. 

Keltilga, pelnurunan holdilng pelrilod SBIl daril 1 bulan melnjadil 1 

milnggu untuk melnarilk alilran masuk modal asilng. 

Kelelmpat, pelmbelrilan ilnselntilf pelngurangan pajak bunga 

delposilto kelpada elksportilr yang melnyilmpan Delvilsa Hasill Elkspor 
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(DHEl) dil pelrbankan Ilndonelsila atau melngkonvelrsilnya kel dalam 

rupilah, selbagailmana yang tellah dilsampailkan olelh Pelmelrilntah. 

Kelbiljakan ilnil dilharapkan dapat melndorong DHEl untuk melneltap 

lelbilh lama dil dalam nelgelril. 

Kellilma, melndorong transparansil dan melnilngkatkan 

keltelrseldilaan ilnformasil atas pelnggunaan delvilsa delngan melmpelrkuat 

laporan lalu lilntas delvilsa (LLD). Dalam hal ilnil,  pellaku LLD wajilb 

mellaporkan pelnggunaan delvilsanya delngan mellelngkapil dokumeln 

pelndukung  untuk transaksil delngan nillail telrtelntu. Keltelntuan ilni l 

seljalan delngan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1999 telntang Lalu 

Lilntas Delvilsa dan Silstelm Nillail Tukar dil mana Bank Ilndonelsila 

belrwelnang melmilnta keltelrangan dan data telrkailt lalu lilntas delvilsa 

kelpada pelnduduk.
61

 

Pakelt kelbiljakan Bank Ilndonelsila telrselbut akan belrsilnelrgi l 

delngan pakelt kelbiljakan Pelmelrilntah dalam melndukung prospelk 

pelrelkonomilan Ilndonelsila yang dilyakilnil akan lelbilh bailk kel delpan. 

Selluruh rangkailan kelbiljakan dilharapkan selgelra dililmplelmelntasilkan, 

selhilngga dapat selcara elfelktilf melndukung telrjaganya  stabilliltas 

makroelkonomil, telrmasuk nillail tukar, delmil pelrtumbuhan elkonomil 

yang ilnklusilf dan belrkellanjutan.
62
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B.Pengaruh Stabilitas Negara dalam Penjagaan Pertahanan 

Keamanan, Kondisi Politik Negara 

Stabilliltas suatu nelgara dapat telrcapail apabilla melmillilki l 

kelstabillan dalam poliltilknya. Hal telrselbut selsuail delngan pelndapat 

pakar Illmu Poliltilk pada umumnya, yailtu dalam pelmbangunan 

sellailn dilbutuhkan elkonomil yang kuat juga dilbutuhkan kondilsil 

poliltilk yang stabill selhilngga progrelsilfiltas pelmbangunannya lelbilh 

telratur. 

Namun, dalam relaliltas sosilal dil masyarakat tildaklah mudah 

untuk melncapail kondilsil sosilal telrselbut karelna tilpilkal masyarakat 

Ilndonelsila telrmasuk dilnamils selhilngga apabilla tildak dilpelrlakukan 

delngan bailk olelh pelmelrilntah dapat melnilmbulkan gelselkan antara 

masyarakat delngan pelmelrilntah. Ilnstrumeln hukum yang dilgunakan 

untuk melmbelrilkan kelpastilan hukum dalam pelnanaman modal harus 

dilselrtail delngan pelnelgakan hukum yang bailk. 

Hal telrselbut telrmaktub dalam Undang-Undang Pelnanaman 

Modal Nomor 25 Tahun 2007 telntang Pelnanaman Modal yang 

tildak melngadakan pelmbeldaan/pelmilsahan antara Pelnanaman Modal 

Dalam Nelgelril dan Pelnanaman Modal Asilng.
63

 Dalam hal ilnil 

Undang-Undang telrselbut hanya melngatur melngelnail kelgilatan 

Pelnanaman Modal selcara kelselluruhan, yang dil dalamnya melngatur 

bailk melngelnail Pelnanaman Modal Asilng dan Pelnanaman Modal 

Dalam Nelgelril dan tildak melngadakan pelmilsahan undang-undang 
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selcara khusus, selpelrtil halnya Undang-Undang Pelnanaman Modal 

telrdahulu yang telrdilril daril dua Undang-Undang, yailtu Undang-

Undang Pelnanaman Modal Asilng dan Undang-Undang Pelnanaman 

Modal Dalam Nelgelril yang masilng-masilng dilatur dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1967 telntang Pelnanaman Modal Asilng jo. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 dan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1968 telntang Pelnanaman Modal Dalam Nelgelril 

yang dilubah delngan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970. 

Sellailn faktor kelbiljakan poliltilk elkonomil, pelnelntuan dalam 

kelbiljakan pelrtahanan juga sangat melmpelngaruhil stabilliltas nelgara. 

Dalam melnelntukan kelbiljakan pelrtahanan, khususnya yang telrkai lt 

delngan upaya melncilptakan kelamanan nasilonal, dilpelrlukan analilsils 

melndalam melngelnail tatanan ildelologil, poliltilk, elkonomil, sosilal, 

budaya (IlPOLElKSOSBUD). Aspelk-aspelk telrselbut melmelrlukan 

pelnellaahan bailk daril lelvell domelstilk, relgilonal, maupun 

ilntelrnasilonal. Hal ilnil karelna ancaman yang mungkiln telrjadil dapat 

telrjadil dalam aspelk-aspelk telrselbut. Telrlelbilh dalam elra globalilsasi l 

yang selmakiln melngeldelpankan kelrja sama dan ilntelraksil antar 

bangsa dan melnilngkatnya elkonomil antar-bangsa, melmbuat 

spelktrum ancaman selmakiln komplelks.  

Kelbiljakan bella nelgara yang tellah dilcanangkan olelh Melntelri l 

Pelrtahanan Relpublilk Ilndonelsila Ryamilzard Ryacudu, melrupakan 

salah satu kelbiljakan pelrtahanan yang dilbuat untuk melnilngkatkan 
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rasa cilnta tanah ailr selrta melnilngkatkan dilsilpliln warga nelgara 

Ilndonelsila. Bella nelgara bukanlah wajilb milliltelr ataupun bagilan dari l 

program Komponeln Cadangan (Komcad).
64

 Bella nelgara melmillilki l 

dasar yang telrkandung dalam Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang 

Dasar 1945, yang melnyelbutkan bahwa “tilap-tilap warga nelgara 

belrhak dan wajilb ilkut selrta dalam pelrtahanan dan kelamanan 

nelgara”. Telrkailt delngan pasal telrselbut, Kelmelntelrilan Pelrtahanan 

dalam hal ilnil melnjadil pellopor karelna pelrtahanan dan kelamanan 

nelgara melnjadil domailn Kelmelntelrilan Pelrtahanan. Hal ilnil juga 

telrkailt delngan Pasal 30 Ayat 2 yang belrbunyil: “usaha pelrtahanan 

dan kelamanan nelgara dillaksanakan mellaluil silstelm pelrtahanan dan 

kelamanan rakyat selmelsta olelh TNIl dan POLRIl selbagail kelkuatan 

utama, dan rakyat selbagail kelkuatan pelndukung”.
65

 

Olelh karelnanya bella nelgara wajilb dillakukan olelh seltilap lapilsan 

warga nelgara yang masilh melmillilkil kelmampuan untuk 

melmpelrtahankan bangsa dan nelgara. Dalam dua ayat Undang-

Undang dasar telrselbut, telrdapat dua konselp pelntilng selbagai l 

landasan dalam belrbella nelgara, yaknil konselp pelrtahanan dan 

kelamanan. Undang-Undang dasar dapat dilkatakan tildak dapat 

dilubah belgiltu saja karelna belrasal daril kelsadaran pelnuh akan 

kelmelrdelkaan dan pelngabdilan telrhadap bangsa dan nelgara, namun 
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konselpsil melngelnail pelrtahanan dan kelamanan selnantilasa dapat 

dildilskusilkan daril waktu kel waktu karelna melnyangkut pelngeltahuan 

dan belrbagail turunannya selpelrtil pelrselpsil dan pelmahaman yang 

dapat dilkajil selcara belrlanjut. Olelh karelnanya, pelrdelbatan illmilah 

dan dilskusil illmilah melngelnail keldua konselpsil telrselbut tildak bolelh 

reldup dan dilhalangil. Hal ilnil karelna melnyangkut aspelk 

Ilpolelksosbud yang melmpelngaruhil konselpsil pelrtahanan dan 

kelamanan telrselbut telrus belrubah selilrilng delngan tatanan global.
66

 

Delngan adanya kelstabillan dalam elkonomil, pelrtahanan, 

kelamanan, dan poliltilk maka potelnsil akan ilnvelstasil dalam suatu 

nelgara celndelrung akan tilnggil karelna para ilnvelstor telrkhususnya 

ilnvelstor asilng selmakiln yakiln delngan pelluang proviltablel yang 

dilharapkan olelh para pelnanam modal selrta pelluang akan pelncilptaan 

lapangan kelrja baru dil Ilndonelsila akan tilnggil karelna telrbukan suatu 

badan-badan usaha yang dilharapkan dapat melnyelrap telnaga kelrja 

telrkhususnya telnaga kelrja Ilndonelsila. 

C.  Pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Stabilitas Negara 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 

 Ilnvelstasil Asilng (Pelnanaman Modal Asilng) melmillilki l 

pelngaruh yang belsar telrhadap nelgara Ilndonelsila. Suntilkan dana 

yang dilgellontorkan olelh para pelnanam modal asilng dapat 

melnstilmulilsasil roda pelrelkonomilan dil Ilndonelsila. Pelmasukan dana 
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daril asilng akan melmbuka lapangan pelkelrjaan yang belsar selhilngga 

dilharapkan dapat melnelkan angka pelngangguran dil Ilndonelsila. 

 Pada aturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 

telrtulils bahwa para pelnanam modal asilng akan melndapatkan 

fasilliltas-fasilliltas yang dapat dilgunakan untuk melngakomodilr dana 

mellaluil melkanilsmel yang tellah dilatur olelh nelgara selhilngga dapat 

melnjadil wiln-wiln solutilon antara keldua bellah pilhak guna melrai lh 

selbuah kelseljahtelraan. 

D. Strategi Peningkatan Investasi Asing di Indonesia 

Kelmunculan dan pelnyelbaran vilrus COVIlD-19 seljak akhilr 2019 

lalu tildak hanya melnye lbabkan krilsils kelselhatan global, teltapil juga 

mellumpuhkan elkonomil dunila, telrmasuk Ilndonelsila. Hampilr selmua 

selktor melngalamil pelnurunan karelna keltelrbatasan dalam belraktilviltas 

selrta daya bellil dan konsumsil masyarakat yang selmakiln mellelmah. 

Untuk pelrtama kalilnya seljak 1999, Ilndonelsila melngalamil kontraksil 

elkonomil selbelsar 2,07 pelrseln pada trilwulan pelrtama dan selmakiln 

melnurun sampail 5,32 pada pelrseln trilwulan keldua.
67

 

Melskilpun delmilkilan, kondilsil ilnil masilh lelbilh bailk daril belbelrapa 

nelgara lailnnya. Hal ilnil juga diltunjukan delngan pelmulilhan pelrtumbuhan 

elkonomil Ilndonelsila selcara pelrlahan pada trilwulan belrilkutnya. 

Pelmulilhan pelrelkonomilan Ilndonelsila selmakiln melnunjukkan hasill yang 

posiltilf delngan adanya pelrtumbuhan elkonomil melncapail 7,07% pada 
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trilwulan IlIl 2021 telrhadap trilwulan IlIl 2020. Dalam upaya melnggelnjot 

pelrtumbuhan elkonomil Ilndonelsila, Pelmelrilntah melnelrapkan belbelrapa 

stratelgil untuk melnarilk ilnvelstor, yailtu selbagail belrilkut: 

a. Melngelsahkan Omnilbus Law Undang-Undang Cilpta Kelrja 

Stratelgil pelrtama pelmelrilntah untuk melnarilk ilnvelstor yailtu 

delngan melngelsahkan Omnilbus Law dalam Undang-Undang  Nomor 

11 tahun 2020 telntang Cilpta Kelrja pada 5 Oktobelr 2020. Pelngelsahan 

Omnilbus Law belrtujuan untuk melncilptakan ilklilm belrusaha dan 

ilnvelstasil yang belrkualiltas selhilngga dapat melncilptakan lapangan 

kelrja baru dil Ilndonelsila. 

Omnilbus Law melrupakan Undang-Undang yang melngatur 

banyak hal, belbelrapa dilantaranya, yailtu:
68

 

a.  Pelnyeldelrhanaan proseldur pelrilzilnan bilsnils 

b. Pelrsyaratan Ilnvelstasil 

c. Keltelnagakelrjaan 

Salah satu manfaat adanya Omnilbus Law yailtu melmpelrbailki l 

ilklilm ilnvelstasil dan kelpastilan hukum. Adapun belbelrapa kelbiljakan 

stratelgils Omnilbus Law yailtu selbagail belrilkut: 

a.  Pelnilngkatan elkosilstelm ilnvelstasil dan kelgilatan belrusaha 

b.  Pelrlilndungan dan kelseljahtelraan pelkelrja 

c. Kelmudahan, pelmbelrdayaan dan pelrlilndungan UMKM 

                                                           
68 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 



 
 
 

63  

d. Pelnilngkatan ilnvelstasil pelmelrilntah dan proyelk stratelgils 

nasilonal 

b. Melluncurkan OSS-RBA 

Untuk melnunjang Undang-Undang Cilpta Kelrja dalam 

melnyeldelrhanakan pelrilzilnan belrusaha, maka pada tanggal 9 Agustus 

2021, pelmelrilntah relsmil melluncurkan OSS-RBA. Onlilnel Silnglel 

Submilssilon Rilsk Baseld Approach (OSS-RBA) adalah silstelm pelrilzilnan 

belrusaha yang dilbuat belrdasarkan tilngkat relsilko dan belsaran skala 

kelgilatan usaha. OSS-RBA yang melrupakan pelmbaharuan daril OSS 

velrsil pelrtama ilnil melmadukan silstelm darilng delngan pelndelkatan rilsilko. 

Adapun tujuan OSS-RBA yailtu melnilngkatkan transparansil dan 

keltelrbukaan dalam melmpelrolelh ilziln belrusaha. Pelrmohonan ilziln 

belrusaha dillakukan mellaluil silstelm OSS yang telrilntelgrasil selhilngga 

proselsnya lelbilh mudah, celpat, transparan, dan kreldilbell. Khusus untuk 

usaha milkro dan kelcill, selmua pelrolelhan ilziln usaha juga dilfasilliltasil 

untuk melndapatkan selrtilfilkasil SNIl dan selrtilfilkasil halal. 

Belrdasarkan tilngkat rilsilkonya, OSS-RBA dapat dilkellompokkan 

melnjadil elmpat, yailtu: 

a. Kelgilatan usaha delngan tilngkat rilsilko relndah 

Pellaku usaha wajilb melmillilkil Nomor Ilnduk Belrusaha 

(NIlB) yang melrupakan ildelntiltas pellaku usaha selkalilgus buktil 

lelgaliltas dalam mellakukan kelgilatan usaha. Dalam hal ilnil, NIlB 
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melrupakan pelrilzilnan tunggal bagil kelgilatan usaha delngan rilsilko 

relndah yang dillakukan olelh UMK. 

b.  Kelgilatan usaha delngan tilngkat rilsilko melnelngah relndah 

Para pellaku usaha wajilb melmillilkil Nomor Ilnduk Belrusaha 

(NIlB) dan Selrtilfilkat Standar yang diltelrbiltkan olelh silstelm OSS-

RBA. NIlB dan selrtilfilkat ilnil belrfungsil selbagail pelrilzilnan usaha 

dan lelgaliltas usaha untuk mellakukan pelrsilapan, opelrasilonal, dan 

komelrsilal dalam kelgilatan usaha. 

c.  Kelgilatan usaha delngan tilngkat rilsilko melnelngah tilnggil 

Pelrilzilnan usaha untuk kelgilatan usaha delngan tilngkat 

rilsilko melnelngah tilnggil kurang lelbilh sama delngan kelgilatan 

usaha delngan tilngkat rilsilko melnelngah relndah. Hanya saja, pada 

tilngkat rilsilko melnelngah tilnggil, pelmelrilntah pusat/daelrah akan 

mellakukan velrilfilkasil pelmelnuhan standar pellaksanaan kelgilatan 

usaha selbellum mellaksanakan kelgilatan opelrasilonal dan 

komelrsilal. 

d. Kelgilatan usaha delngan tilngkat rilsilko tilnggil 

Pellaku usaha wajilb melmillilkil NIlB dan ilziln. Ilziln yang 

dilmaksud yailtu lelgaliltas usaha dalam belntuk pelrseltujuan 

pelmelrilntah kelpada pellaku usaha untuk mellakukan kelgilatan 

opelrasilonal dan komelrsilal. Sellailn iltu, standar pellaksanaan 

kelgilatan usaha pun melmbutuhkan velrilfilkasil pelmelnuhan standar 
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pellaksanaan kelgilatan usaha yang dillakukan pelmelrilntah 

pusat/daelrah. 

c. Melngelluarkan Daftar Priloriltas Ilnvelstasil (DPIl) 

Melngelluarkan Daftar Priloriltas Ilnvelstasil (DPIl) dalam Pelrprels 

No. 10 tahun 2021 melrupakan salah satu stratelgil pelmelrilntah 

untuk melnarilk ilnvelstor untuk belrilnvelstasil dil Ilndonelsila. Daftar 

Priloriltas Ilnvelstasil (DPIl) telrdilril daril tilga selktor, yailtu:
69

 

a. Selktor priloriltas 

Adapun yang telrmasuk dalam selktor priloriltas yailtu proyelk 

stratelgils nasilonal, padat modal, selrta belrorilelntasil pada kelgilatan 

pelnelliltilan, pelngelmbangan, dan/atau ilnovasil, elkspor, dan 

melnggunakan telknologil tilngkat tilnggil. 

b. Selktor yang dilpelruntukkan bagil kopelrasil selrta usaha milkro, kelcill, 

dan melnelngah (UMKM). 

Untuk melncilptakan keladillan bagil selluruh pellaku usaha belsar 

maupun kelcill, maka pelrusahaan belsar wajilb belrmiltra delngan 

UMKM yang ada dil selkiltarnya. Delngan delmilkilan, pelrusahaan akan 

melndapatkan ilziln dan ilnselntilf. 

c. Selktor delngan pelmbatasan telrtelntu 

Selktor delngan pelmbatasan telrtelntu yailtu bildang usaha telrtelntu 

delngan kelpelmillilkan modal asilng dan pelrsyaratan modal dalam 

nelgelril 100%. 
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Jilka ilnvelstor melnanam modal dil selktor priloriltas, maka ilnvelstor 

akan melndapatkan ilnselntilf filskal dan non filskal. Ilnselntilf filskal belrupa 

pelngurangan pajak pelnghasillan (tax holilday), pelngurangan pajak untuk 

pelnghasillan kelna pajak (tax allowancel), dan pelmbelbasan bela ilmpor. 

Seldangkan ilnselntilf non filskal belrupa kelmudahan pelrilzilnan usaha, 

pelrilzilnan pellaksanaan kelgilatan usaha, pelnyeldilaan ilnfrastruktur 

pelndukung, dan jamilnan keltelrseldilaan elnelrgil atau bahan baku. 

Pelmbelrilan keldua ilnselntilf telrselbut belrtujuan untuk melnilngkatkan 

relalilsasil ilnvelstasil, pelrtumbuhan elkonomil, dan melncilptakan lelbilh 

banyak lapangan pelkelrjaan. 

d. Melndilrilkan Lelmbaga Pelngellola Ilnvelstasil (LPIl) 

Belrilkutnya, stratelgil pelmelrilntah untuk melnarilk ilnvelstor untuk 

belrilnvelstasil yailtu melndilrilkan Lelmbaga Pelngellola Ilnvelstasil (LPIl) atau 

Ilndonelsila Ilnvelstmelnt Authorilty (IlNA). Pelndilrilan LPIl belrtujuan untuk 

melndapatkan kelpelrcayaan ilnvelstor delngan adanya lelmbaga ilnvelstasil 

delngan tata kellola yang bailk. Sellailn iltu juga untuk melnilngkatkan, 

melmpriloriltaskan, dan melngoptilmalkan ilnvelstasil jangka panjang untuk 

melndukung pelmbangunan belrkellanjutan. LPIl juga dilharapkan dapat 

melmpelrbailkil ilklilm ilnvelstasil dil Ilndonelsila. 

Delngan adanya stratelgil pelmelrilntah untuk melnarilk ilnvelstor 

belrilnvelstasil dil Ilndonelsila telrselbut dilharapkan dapat melmulilhkan 

pelrelkonomilan dan melnilngkatkan laju pelrtumbuhan elkonomil Ilndonelsila. 

Telntunya, Kelmelntelrilan Ilnvelstasil/BKPM dan pelmelrilntah akan telrus 
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mellakukan pelrbailkan-pelrbailkan dalam pellaksanaan kelelmpat stratelgi l 

telrselbut. 

 

 

2. Perlindungan Hukum Penanaman Modal di Indonesia berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 

A. Instrumen Perlindungan Investasi di Indonesia 

Seltilap aspelk kelhildupan dil masyarakat harus dillilndungil olelh 

hukum bailk iltu hukum telrtulils ataupun tildak telrtulils (custom). 

Hukum yang melngatur melngelnail pelnanaman modal telrtuang dalam 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang belrkailtan delngan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang melrupakan Undang-

Undang Pelneltapan Pelrppu Nomor 2 Tahun 2023 melngelnail Cilpta 

Kelrja.
70

 

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 

telntang Pelnanaman Modal dilkatakan, keltelntuan dalam undang-

undang ilnil belrlaku bagil Pelnanaman Modal dil selmua selktor dil 

willayah Relpublilk Ilndonelsila. Keltelntuan ilnil dilpelrjellas dalam bagilan 

Pelnjellasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 telntang 

Pelnanaman Modal yang melnyatakan, bahwa yang dilmaksud 

delngan ”Pelnanaman Modal dil selmua selktor dil willayah Relpublilk 
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Ilndonelsila” adalah Pelnanaman Modal Langsung dan tildak telrmasuk 

Pelnanaman Modal tildak langsung atau portofolilo. 

Untuk iltu pelrlu dilpelrolelh pelmahaman melngelnail pelngelrtilan 

Pelnanaman Modal. Pelmbatasan dan pelmahaman melngelnail 

pelngelrtilan pelnanaman modal belrartil melmbelrilkan konselp yang jellas 

telrhadap pelngelrtilan Pelnanaman Modal yang tujuannya untuk 

melnghilndaril artil nelgatilf telrhadap kelbelradaan Pelnanaman Modal 

khususnya modal asilng. 

”Pelnanaman Modal adalah selgala belntuk kelgilatan 

melnanam modal, bailk olelh Pelnanam Modal Dalam Nelgelril maupun 

Pelnanam Modal Asilng untuk mellakukan usaha dil willayah nelgara 

Relpublilk Ilndonelsila.”
71

 

Pelngelrtilan pelrlilndungan pelnanaman modal telrselbut 

diljabarkan dan dilbelrilkan dalam belbelrapa pelraturan pelrundangan, 

yang kelselmuanya melmbelrilkan pelngelrtilan yang sama, yailtu 

masilng-masilng diljabarkan dalam: 

1) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2007 telntang Pelnanaman Modal 

2) Pasal 1 ayat (1) Pelraturan Pelmelrilntah Nomor 45 

Tahun 2008 telntang Peldoman Pelmbelrilan Ilnselntilf dan 
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Pelmbelrilan Kelmudahan Pelnamaman Modal dil Daelrah 

(Pelraturan Pelmelrilntah Nomor 45/2008).
72

 

3) Pasal 1 ayat (1) Pelraturan Prelsildeln Nomor 27 Tahun 

2009 telntang Pellayanan Telrpadu Satu Pilntu dil Bildang 

Pelnanaman Modal.
73

 

4) Pasal 1 ayat (1) Pelraturan Prelsildeln Nomor 76 Tahun 

2007 telntang Kriltelrila dan Pelrsyaratan Pelnyusunan 

Bildang Usaha Yang Telrbuka Delngan Pelrsyaratan Di l 

Bildang Pelnanaman Modal.
74

 

5) Pasal 1 ayat (8) Pelraturan Melntelril Pelrdagangan 

Nomor 45/M-DAG/PElR/9/2009 telntang Angka 

Pelngelnal Ilmportilr (APIl).
75

 

6) Pasal 1 ayat (1) Pelraturan Kelpala BKPM Nomor 12 

Tahun 2009 telntang Peldoman dan Tata Cara 

Pelrmohonan Pelnanaman Modal
76

 

Ilstillah Pelnanaman Modal adalah telrjelmahan daril Bahasa 

Ilnggrils, yailtu ilnvelstmelnt. Olelh karelnanya melrujuk pada keltelntuan 

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 telntang Pelnanaman Modal 

yang melrupakan pelraturan organilk melngelnail Pelnanaman Modal di l 

Ilndonelsila yang dil dalamnya melngatur melngelnail Pelnanaman Modal 
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Dalam Nelgelril dan Pelnanaman Modal Asilng, maka pelrlu dilpelrjellas 

pelngelrtilan daril keldua jelnils Pelnanaman Modal telrselbut. 

 

 

B. Hukum Perlindungan Penanaman Modal Asing berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 

Selpelrtil halnya delngan Pelnanaman Modal Dalam Nelgelril, 

selbellum belrlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 

telntang Pelnanaman Modal, kelbelradaan Pelnanaman Modal Asilng 

juga dilatur dalam suatu keltelntuan undang-undang telrselndilril, yai ltu 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 yang melrupakan undang-

undang organilk yang melngatur melngelnail Pelnanaman Modal Asilng. 

Belrbelda delngan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 yang 

melmbelrilkan pelngelrtilan telntang Pelnanaman Modal Dalam Nelgelril, 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tildak melrumuskan 

pelngelrtilan Pelnanaman Modal Asilng dan hanya melnelntukan belntuk 

Pelnanaman Modal Asilng yang dilanut.7 Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1967 hanya melnyelbutkan, ”Pelngelrtilan pelnanaman 

modal asilng dil dalam Undang-undang ilnil hanjalah mellilputi l 

pelnanaman modal asilng selcara langsung yang dillakukan melnurut 

atau belrdasarkan keltelntuan-keltelntuan Undang-undang ilnil dan 

jang dilgunakan untuk melnjalankan Pelrusahaan dil Ilndonelsila, 
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dalam artil bahwa pelmillilk modal seltjara langsung melnanggung 

rilsilko daril pelnanaman modal telrselbut.”
77

 Selhilngga Pelnanam 

Modal Asilng yang dilmaksud delngan Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1967 hanyalah mellilputil Pelnanaman Modal Asilng selcara 

langsung yang dillakukan melnurut atau belrdasarkan keltelntuan 

Undang-Undang dan yang dilgunakan untuk melnjalankan 

pelrusahaan dil Ilndonelsila, dalam artil bahwa pelmillilk modal selcara 

langsung melnanggung rilsilko daril Pelnanaman Modal telrselbut. 

Belrdasarkan pelrumusan telrselbut, maka unsur pokok dari l 

Pelnanaman Modal Asilng adalah : 

1. Pelnanaman Modal Selcara Langsung (ilndilrelct 

ilnvelstmelnt). 

2. Pelnggunaan modal untuk melnjalankan pelrusahaan di l 

Ilndonelsila. 

3. Rilsilko yang langsung diltanggung olelh pelmillilk modal. 

Belrdasarkan urailan dil atas juga dapat diltarilk belbelrapa unsur, yailtu : 

1. Pelnanaman Modal Asilng selcara langsung 

2. Dillaksanakan melnurut atau belrdasarkan undang-undang 

3. Dilgunakan untuk melnjalankan pelrusahaan 

4. Pelnanam Modal melnanggung rilsilko daril Pelnanaman Modal 

telrselbut. 

                                                           
77 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 
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Billa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tildak melmbelrilkan 

pelngelrtilan melngelnail Pelnanaman Modal Asilng, maka Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2007 telntang Pelnanaman Modal dalam 

Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 1 ayat (5) Pelraturan Prelsildeln Nomor 76 

Tahun 2007 telntang Kriltelrila dan Pelrsyaratan Pelnyusunan Bildang 

Usaha Yang Telrtutup dan Bildang Usaha Yang Telrbuka Delngan 

Pelrsyaratan dil Bildang Pelnanaman Modal melmbelrilkan pelngelrtilan 

dan dilfilnilsil yang jellas melngelnail Pelnanaman Modal Asilng, selbagai l 

belrilkut, Pelnanaman Modal Asilng adalah kelgilatan melnanam modal 

untuk mellakukan usaha dil willayah Relpublilk Ilndonelsila yang 

dillakukan olelh Pelnanam Modal Asilng, bailk yang melnggunakan 

modal asilng selpelnuhnya maupun yang belrpatungan delngan 

Pelnanam Modal Dalam Nelgelril. 

1. Pengertian Modal 

Modal melnurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 

adalah aselt dalam belntuk uang atau belntuk lailn yang bukan 

uang yang dilmillilkil olelh Pelnanam Modal yang melmpunyail nillail 

elkonomils. Modal telrselbut dil bagil melnjadil Modal Dalam 

Nelgelril dan Modal Asilng. Modal Dalam Nelgelril adalah modal 

yang dilmillilkil olelh nelgara Relpublilk Ilndonelsila, pelrselorangan 

warga nelgara Ilndonelsila, atau badan usaha yang belrbelntuk 

badan hukum atau tildak belrbadan hukum. Seldangkan Modal 

Asilng adalah modal yang dilmillilkil olelh nelgara asilng, 
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pelrselorangan warga nelgara asilng, badan usaha asilng, badan 

hukum asilng, dan/atau badan hukum Ilndonelsila yang selbagilan 

atau selluruh modalnya dilmillilkil olelh pilhak asilng. 

Pelngelrtilan Modal Asilng yang dilurailkan dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2007 telntang Pelnanaman Modal 

hanya melmbatasil ruang lilngkupnya pada modal yang dilmillilkil 

olelh pilhak asilng tanpa melnjellaskan modal asilng yang 

bagailmana yang dilgunakan dalam kelgilatan Pelnanaman Modal 

Asilng telrselbut. Seldangkan billa melrujuk pada keltelntuan dalam 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967, maka modal 

asilng yang masuk dalam katagoril pelngelrtilan modal asilng 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 telrselbut, adalah 

mellilputil: 

1. alat pelmbayaran luar nelgelril yang tildak melrupakan 

bagilan daril kelkayaan delvilsa Ilndonelsila, yang delngan 

pelrseltujuan Pelmelrilntah dilgunakan untuk pelmbilayaan 

pelrusahaan dil Ilndonelsila; 

2. alat-alat untuk pelrusahaan, telrmasuk pelnelmuan-

pelnelmuan baru millilk orang asilng dan bahan-bahan 

yang dilmasukkan daril luar kel dalam willayah Ilndonelsila, 

sellama alat-alat telrselbut tildak dilbilayail daril kelkayaan 

delvilsa Ilndonelsila; 
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3. bagilan daril hasill pelrusahaan yang belrdasarkan undang-

undang ilnil dilpelrkelnankan diltransfelr, teltapi l 

dilpelrgunakan untuk melmbilayail pelrusahaan dil 

Ilndonelsila. 

Pelnjellasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2007 juga melngelmukakan bahwa modal asilng tildak hanya 

belrbelntuk valuta asilng, teltapil mellilputil pula alat-alat 

pelrlelngkapan teltap yang dilpelrlukan untuk melnjalankan 

pelrusahaan dil Ilndonelsila, pelnelmuan-pelnelmuan millilk 

orang/badan asilng yang dilgunakan yang dilgunakan dalam 

pelrusahaan dil Ilndonelsila dan keluntungan yang bolelh diltransfelr 

kel luar nelgelril teltapil dilpelrgunakan dil Ilndonelsila. 

2. Bentuk Hukum Dan Kedudukan Usaha 

Melngelnail belntuk badan usaha bagil Pelnanaman Modal di l 

Ilndonelsila belrdasarkan keltelntuan Undang-Undang Nomor 25 

tahun 2007 telntang Pelnanaman Modal dalam Bab IlV Pasal 5 

melnelntukan :
78

 

A. Pelnanaman Modal dalam nelgelril dapat dillakukan dalam 

belntuk badan usaha yang belrbelntuk badan hukum, tildak 

belrbadan hukum atau usaha pelrselorangan selsuail delngan 

pelraturan pelrundang-undangan. 

                                                           
78 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 
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B. Pelnanaman Modal Asilng wajilb dalam belntuk Pelrselroan 

Telrbatas belrdasarkan hukum Ilndonelsila dan 

belrkeldudukan dil willayah Nelgara Relpublilk Ilndonelsila, 

kelcualil diltelntukan lailn olelh undang-undang. 

C. Pelnanaman Modal dalam Nelgelril maupun Asilng yang 

mellakukan Pelnanaman Modal dalam belntuk Pelrselroan 

Telrbatas dillakukan delngan : 

a. Melngambill bagilan saham pada saat pelndilrilan 

Pelrselroan Telrbatas; 

b. Melmbellil saham; 

c. Mellakukan cara lailn selsuail delngan keltelntuan 

pelraturan pelrundang-undangan. 

Belrdasarkan keltelntuan telrselbut maka belntuk daril badan 

usaha dalam rangka Pelnanaman Modal adalah : 

1) Untuk PMDN, belntuk badan usahanya adalah : 

a. belrbelntuk badan hukum 

b. tildak belrbadan hukum, atau 

c. usaha pelrselorangan. 

2) Untuk PMA, belntuk badan usahanya adalah :  

A. Pelrselroan Telrbatas  

Pelrselroan Telrbatas (PT) yang dulunya dilselbut juga 

delngan Naamlozel Velnnootschaap (NV) adalah suatu 

pelrselkutuan untuk melnjalankan usaha yang melmillilki l 



 
 
 

76  

modal telrdilril daril saham-saham, yang pelmillilknya 

melmillilkil bagilan selbanyak saham yang dilmillilkilnya. 

Karelna modalnya telrdilril daril saham-saham yang dapat 

dilpelrjualbellilkan, pelrubahan kelpelmillilkan pelrusahaan 

dapat dillakukan tanpa pelrlu melmbubarkan pelrusahaan. 

Pelrselroan Telrbatas (PT) melrupakan pelrselrilkatan 

belbelrapa pelngusaha swasta melnjadil satu kelsatuan untuk 

melngellola usaha belrsama, dilmana pelrusahaan 

melmbelrilkan kelselmpatan kelpada masyarakat luas untuk 

melnyelrtakan modalnya kel pelrusahaan delngan cara 

melmbellil saham pelrusahaan.
79

 

B. Badan usaha belrbelntuk pelrselrilkatan 

Pada Filrma, tanggung jawab seltilap partnelr belrsilfat 

tildak telrbatas (unlilmilteld) dan melncakup pula harta 

prilbadilnya. Selmelntara pada CV, tanggung jawab satu 

atau lelbilh partnelrnya belrsilfat telrbatas pada modal yang 

melrelka seltor selbagail kontrilbusil kelpada kelgilatan 

usahanya yang dillakukan. Para selkutu yang tanggung 

jawabnya belrsilfat telrbatas telrselbut belrtilndak selbagai l 

sillelnt partnelr dan tildak turut selrta dalam melnjalankan 

usaha. 

                                                           
79 Suliyatno, Studi Kelayakan Bisnis, Edisi, Cet 1. Penerbitan, Yogyakarta Andi 2010, Hlm 20 
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Suatu pelrselrilkatan dilbelntuk atas dasar suatu 

pelrjanjilan yang belrbeltuk akta Otelntilk Notarils. Akta 

telrselbut kelmudilan dildaftarkan pada Pelngadillan Nelgelri l 

seltelmpat. Pelndaftaran telrselbut dilumumkan dalam 

Lelmbaran Nelgara. Hak dan kelwajilban masilng-masilng 

partnelr dileltapkan dalam Akta pelndilriln telrselbut. Sellailn 

dalam akta pelndilrilannya, hak dan kelwajilban para partnelr 

selcara umum juga dilatur dalam Pasal 1646-1652 

KUHPelrdata. 

 

 

C. Badan Usaha Belrbelntuk Pelrselroan 

Badan usaha belrbelntuk pelrselroan ilnil telrdilril dari l 

Pelrselroan Telrbatas, BUMN, pelrusahaan patungan, 

kantor cabang, pelrwakillan atau ageln dan pelrusahaan 

asilng. 

1. Pelrselroan Telrbatas 

Suatu Pelrselroan Telrbatas adalah PT telrtutup 

dan PT telrbuka. Untuk PT telrbuka harus melmelnuhil 

pelrsyaratan tambahan, yailtu : a) melrupakan suatu 

pelrselroan telrbatas yang telrdaftar melnurut hukum 

Ilndonelsila; b) melmpunyail modal dasar milnilmal Rp. 

100.000.000,- delngan modal dilseltor milnilmal Rp. 
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25.000.000,-; c) milnilmal dalam dua tahun telrakhilr 

melnilkmatil keluntungan daril usahanya yang belsarnya 

tildak lelbilh daril 10 % elkuiltas para pelmelgang saham; 

d) laporan kelungan pelrselroan dalam 2 tahun telrakhilr 

tellah dilaudilt olelh akuntan publilk delngan kualilfilkasi l 

wajar tanpa syarat. Seldangkan melngelnail pelngaturan 

lailnnya tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1995 telntang Pelrselroan Telrbatas dan saat ilnil 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 telrselbut tellah 

dilgantil delngan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 telntang Pelrselroan Telrbatas. 

 

2. BUMN 

Pelrselroan belrbelntuk BUMN adalah telrdilril dari l 

Pelrum dan Pelselro, selrta Pelrselroan Telrbatas 

Pelrkelbunan (PTP) yang selbagilan atas selluruh 

sahamnya dilmillilkil olelh nelgara yang pelngawasan 

dan pelngellolaannya belrada pada Kelmelntelrilan 

BUMN. 

3. Pelrusahaan Patungan Belrbelntuk PMA 

Belntuk pelrusahaan patungan Joilnt Velnturel 

Company harus belrbelntuk Pelrselroan Telrbatas. 
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4. Cabang Pelrwakillan dan Ageln daril Pelrusahaan Asilng 

Kantor Cabang daril Pelrusahaan Asilng.  

Pelndilrilan Kantor Cabang Pelrusahaan Asilng 

dil Ilndonelsila dillakukan delngan Akta Notarils yang 

kelmudilan dil daftarkan dil Pelngadillan Nelgelri l 

seltelmpat dan dilumumkan dil dalam Belrilta Nelgara 

yang melncantumkan rilngkasan daril Anggaran Dasar 

pelrusahaan asilng telrselbut. 

Telrdapat belbelrapa alasan ilnvelstor asilng harus belrbelntuk Pelrselroan 

Telrbatas (PT), yailtu: 

1. Pelrilntah Undang-Undang, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2007 telntang Pelnanaman Modal yang 

melnyatakan, pelnanaman modal asilng wajilb dalam belntuk 

pelrselroan telrbatas belrdasarkan hukum Ilndonelsila dan 

belrkeldudukan dil willayah Ilndonelsila, kelcualil diltelntukan lailn 

dalam undang-undang”. 

2. Kelpastilan Hukum, yailtu : 

a. Modal PT telrdilril daril saham-saham, PT. belrtujuan untuk 

akumulasil modal. Apabilla PT. ilngiln melnambah modal, 

maka ila melngelluarkan saham baru; 

b. Hak suara dalam PT. telrgantung kelpada belsarnya saham 

yang dilmillilkil. Bilasanya, 1 saham adalah 1 suara. Selhilngga 

pelmillilk mayoriltas saham yang melngambill kelputusan dalam 
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melnjalankan pelrusahaan dan ila pula yang melmelgang 

posilsil-posilsil kuncil dalam pelrusahaan, 

c. Ilnvelstor Asilng telrselbut harus melndilrilkan Pelrusahaan 

Telrbatas (PT) dil Ilndonelsila delngan modal yang 100% atau 

selbagilan, hal ilnil sangat telrgantung kelpada bildang usaha 

yang telrbuka untuk ilnvelstor asilng. Delngan delmilkilan belrarti l 

ada bildang-bildang usaha yang bolelh dilmasukil olelh 

pelrusahaan asilng delngan modal 100%, teltapil ada yang 

harus belkelrja sama delngan pelrusahaan atau pelngusaha 

Ilndonelsila dalam belntuk pelrusahaan patungan (joilnt 

velnturel). 

 

 

 

 

3 .Pengesahan Dan Perizinan Perusahaan 

Keltelntuan melngelnail pelngelsahan dan pelrilzilnan pelrusahaan 

Pelnanaman Modal dilatur dalam Bab XIl, Pasal 25 dan 26 Undang-

Undang Nomor 25 tahun 2007 telntang Pelnanaman Modal. 

Pelnanaman Modal yang mellakukan Pelnanaman Modal di l 

Ilndonelsila harus dillakukan selsuail delngan keltelntuan Pasal 5 
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 telntang Pelnanaman Modal, 

yai ltu :
80

 

1. Untuk PMDN dillakukan dalam belntuk badan usaha yang 

belrbadan hukum atau usaha pelrselorangan. 

2. Untuk PMA dillakukan dalam belntuk Pelrselroan Telrbatas 

belrdasarkan hukum Ilndonelsila dan belrkeldudukan di l 

Ilndonelsila. 

3. PMDN dan PMA yang belrbelntuk Pelselroan Telrbatas 

dillakukan delngan pelngambillan bagilan saham pada saat 

pelndilrilan, melmbellil saham, dan mellakukan cara lailn selsuai l 

delngan keltelntuan pelraturan pelrundang-undangan. 

Bagil pelrusahaan Pelnanam Modal yang akan mellakukan 

kelgilatan usaha wajilb melmpelrolelh ilziln selsuail delngan keltelntuan 

pelrundang-undangan yang belrlaku yang dilpelrolelh mellalui l 

Pellayanan Telrpadu Satu Pilntu (PTST). Pellayanan telrpadu satu 

pilntu ilnil dillakukan delngan tujuan untuk melmbantu Pelnanam 

Modal dalam melmpelrolelh kelmudahan pellayanan pelrilzilnan, 

fasilliltas filskal, dan ilnformasil melngelnail Pelnanaman Modal. 

Melngelnail Pellayanan Telrpadu Satu Pilntu dilatur lelbilh lanjut 

dalam Pelraturan Prelsildeln Nomor 27 Tahun 2009 telntang Pellayanan 

Telrpadu Satu Pilntu Dil Bildang Pelnanaman Modal
81

 (Prelprels Nomor 

                                                           
80 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 
81 Perpres Nomor 27 Tahun 2009 
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27/2009) dan Pelraturan Kelpala Badan Koordilnasil Pelnanaman 

Modal Nomor 12 Tahun 2009 telntang telntang Peldoman dan Tata 

Cara Pelnanaman Modal (Pelrka BKPM Nomor 12/2009)
82

 

Melnurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2007, yang dilmaksud delngan pellayanan telrpadu satu pilntu adalah : 

Kelgilatan pelnyellelnggaraan suatu pelrilzilnan dan non-pelrilzilnan yang 

melndapat pelndellelgasilan atau pellilmpahan welwelnang daril lelmbaga 

atau ilnstansil yang melmillilkil kelwelnangan pelrilzilnan dan non-

pelrilzilnan yang prosels pelngellolaannya dilmulail daril tahap 

pelrmohonan sampail delngan tahap telrbiltnya dokumeln yang 

dillakukan dalam satu telmpat. 

Pellayanan Telrpadu Satu Pilntu belrtujuan melmbantu pelnanam 

modal dalam melmpelrolelh kelmudahan : pellayanan, fasilliltas filscal, 

dan ilnformasil melngelnail Pelnanaman Modal. Pellayanan Telrpadu 

Satu Pilntu telrselbut dillakukan olelh ilnstansil atau lelmbaga yang 

belrwelnang dil bildang Pelnanaman Modal yang melndapat 

pelndellelgasilan atau pellilmpahan welwelnang daril lelmbaga atau 

ilnstansil yang belrwelnang melngelluarkan pelrilzilnan dan non 

pelrilzilnan dil Propilnsil atau Kabupateln/Kota. Dalam hal ilnil Badan 

Koordilnasil Pelnanaman Modal (BKPM) dilbelril tugas, sellai ln 

pellayanan ilnvelstasil dil daelrah, juga melngkoordilnasilkan 

pellaksanaan kelbiljakan ilnvelstasil. 

                                                           
82 Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 
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4. Bidang Usaha Modal Asing 

Bab VIlIl Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2007 telntang Pelnanaman Modal melnelntukan bahwa selmua 

bildang usaha atau jelnils usaha telrbuka bagil kelgilatan Pelnanaman 

Modal, kelcualil bildang usaha atau jelnils usaha yang dilnyatakan 

telrtutup dan telrbuka delngan pelrsyaratan. Ilnil melrupakan prilnsilp 

utama yang dilanut olelh lelgilslator dan Pelmelrilntah. Hal ilni l 

melnunjukan bahwa Pelmelrilntah melmbuka selluas-luasnya bildang 

usaha bagil kelgilatan Pelnanaman Modal. Kelbiljaksanaan ilni l 

belrtujuan untuk melmbelrilkan kelmudahan bagil kelgilatan Pelnanaman 

Modal dil Ilndonelsila. Namun selsungguhnya pelngaturan yang sangat 

luas ilnil sangat kurang melmbelrilkan kelpastilan hukum dan tildak 

mellilndungil pelrelkonomilan rakyat dan melrupakan lilbelralilsmel yang 

belrlelbilhan. 

Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 

melnelntukan bildang usaha yang telrtutup bagil Pelnanaman Modal 

adalah : a) Produksil selnjata, melsilu, alat pelleldak, dan pelralatan 

pelrang; dan b) Bildang usaha yang selcara elksplilsilt dilnyatakan 

telrtutup belrdasarkan undang-undang. Daril keltelntuan telrselbut 

telrlilhat kelcelndelrungan bahwa bildang usaha yang telrtutup selmakiln 

melnilpils dan telrbatas jumlahnya hanya yang belrkailtan delngan 

bildang kelamanan dan pelrtahanan. Seldangkan bildang saluran 

tellelkomunilkasil tildak telrmasuk dil dalamnya. 
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Untuk melnelntukan bildang usaha yang telrtutup, telrbuka atau 

telrbuka delngan syarat selpelnuhnya melnjadil kelwelnangan Prelsildeln 

selbagailmana dilatur dalam Pasal 12 ayat (4) yang melnyatakan 

”Kriltelrila dan pelrsyaratan bildang usaha yang telrtutup dan yang 

telrbuka delngan pelrsyaratan selrta daftar bildang usaha yang telrtutup 

dan telrbuka delngan pelrsyaratan masilng-masilng akan dilatur dalam 

Pelraturan Prelsildeln”. Seldangkan untuk bildang usaha atau jelnils 

usaha yang telrtutup dan telrbuka delngan pelrsyaratan dilteltapkan 

mellaluil Pelraturan Prelsildeln dilsusun dalam daftar yang belrdasarkan 

standar klasilfilkasil telntang bildang usaha atau jelnils usaha yang 

belrlaku dil Ilndonelsila, yailtu Klasilfilkasil Baku lapangan Usaha 

Ilndonelsila (KBLIl) dan/atau Ilntelrnatilonal Standar for Ilndustrilal 

Classilfilcatuon (IlSIlC). 

Pelngaturan melngelnail bildang usaha yang telrbuka, telrtutup 

dan Telrbuka delngan pelrsyaratan yang selmula dilatur dalam Kelpprels 

Nomor 96 tahun 2000 telntang Bildang Usaha Yang Telrtutup Dan 

Bildang Usaha Yang Telrbuka Delngan Pelrsyaratan Telrtelntu Bagi l 

Pelnanaman Modal, maka delngan diltelrbiltkannya Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2007 kelmudilan dil ubah delngan Pelraturan 

Prelsildeln No. 76 Tahun 2007 telntang Kriltelrila dan Pelrsyaratan 

Pelnyusunan Bildang Usaha Yang Telrtutup dan Bildang Usaha Yang 

Telrbuka Delngan Pelryaratan Dil Bildang Pelnanaman Modal (Pelrprels 

Nomor 76 Tahun 2010) jo Pelraturan Prelsildeln Nomor  77 Tahun 
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2007 telntang Daftar Bildang Usaha Yang Telrtutup dan Bildang 

Usaha Yang Telrbuka Delngan Pelrsyaratan Dil Bildang Pelnanaman 

Modal (Pelrprels Nomor 77 Tahun 2007) yang dilubah delngan 

Pelraturan Prelsildeln Nomor 111 Tahun 2007 telntang Pelrubahan Atas 

Pelraturan Prelsildeln Nomor 77 Tahun 2007 telntang Daftar Bildang 

Usaha Yang Telrtutup dan Bildang Usaha Yang Telrbuka Delngan 

Pelrsyaratan Dil Bildang Pelnanaman Modal (Pelrprels Nomor 

111/2007) yang dilubah delngan Pelraturan Prelsildeln Nomor 36 

Tahun 2010 telntang Daftar Bildang Usaha Yang Telrtutup dan 

Bildang Usaha Yang Telrbuka Delngan Pelryaratan Dil Bildang 

Pelnanaman Modal (Pelrprels Nomor 36 Tahun 2010). 

Melngelnail pelngaturan bildang usaha yang telrbuka, telrbuka 

delngan pelrsyaratan dan bildang usaha yang telrtutup melnurut 

keltelntuan Pasal 3 ayat (1) Pelrprels Nomor 77 Tahun 2007, billa 

dilpandang pelrlu dapat diltilnjau kelmbalil seltilap 3 tahun. 

C.  Asas dan Tujuan Undang-Undang Penanaman Modal 

Nomor 25 Tahun 2007 Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 

      Seljalan delngan tujuan pelmbaharuan dan pelmbelntukan 

Undang-Undang Pelnanaman Modal, maka dalam keltelntuan 

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 telntang 

Pelnanaman Modal diljabarkan asas-asas yang telrkandung dalam 

Undang-Undang Pelnanaman Modal. Asas-asas yang telrkandung 



 
 
 

86  

dalam Undang-Undang Pelnanaman Modal melrupakan asas yang 

melnjilwail norma yang ada dalam Undang-Undang Pelnanaman 

Modal. Pelncantuman asas-asas telrselbut adalah melrupakan upaya 

pelmbelntuk undang-undangan untuk melnangkap nillail-nillail yang 

hildup dalam tatanan pelrgaulan masyarakat bailk nasilonal 

maupun ilntelrnasilonal.
83

 Asas-asas pelnanaman modal  

selbagailmana keltelntuan Pasal 3 ayat (1) dan Pelnjellasan Pasal 3 

ayat (1)  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 telntang 

Pelnanaman Modal adalah:
84

  

a. Kelpastilan hukum.  

Yailtu asas dalam nelgara hukum yang melleltakkan hukum dan 

keltelntuan pelraturan pelrundang-undangan selbagail dasar 

dalam seltilap kelbiljakan dan tilndakan dalam bildang 

Pelnanaman Modal.  

b. Keltelrbukaan.  

Yailtu asas yang telrbuka atas hak masyarakat untuk 

melmpelrolelh ilnformasil yang belnar, jujur, dan tildak 

dilskrilmilnatilf telntang kelgilatan Pelnanaman Modal.  

c. Akuntabilliltas.   

Yailtu asas yang melnelntukan bahwa seltilap kelgilatan dan hasill 

akhilr daril pelnyellelnggaraan Pelnanaman Modal harus 

dilpelrtanggung jawabkan kelpada masyarakat atau rakyat 

                                                           
83 Hendrik Budi Untung,  Hukum Investasi,  Ed. 1, Cet. 1, Jakarta : Sinar Grafika,  2010, hlm. 45. 
84 Indonesia, Undang-Undang Penanaman Modal,  UU No. 25 Tahun  2007, LN. No. 67 Tahun 

2007, T.L.N. No. 4724,, Pasal 3 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 3. 
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selbagail pelmelgang keldaulatan telrtilnggil nelgara selsuail delngan 

keltelntuan pelraturan pelrundang-undangan. 

d. Pelrlakuan yang sama dan tildak melmbeldakan asal nelgara.  

Yailtu asas pelrlakuan pellayanan non-dilskrilmilnasil belrdasarkan 

keltelntuan pelraturan pelrundang-undangan, bailk antara 

Pelnanam Modal  Dalam Nelgelril dan Pelnanam Modal Asilng 

maupun antara Pelnanam Modal  daril satu nelgara asilng dan 

Pelnanam Modal  daril nelgara asilng lailnnya.  

el. Kelbelrsamaan.  

Yailtu asas yang melndorong pelran  selluruh Pelnanam Modal  

selcara belrsama sama dalam kelgilatan usahanya untuk 

melwujudkan kelseljahtelraan rakyat.  

f. Elfilsilelnsil belrkeladillan.  

Yailtu asas yang melndasaril pellaksanaan Pelnanaman Modal 

delngan melngeldelpankan elfilsilelnsil  belrkeladillan dalam usaha 

melwujudkan  ilklilm usaha yang adill, kondusilf, dan belrdaya 

sailng.  

 

 

 

g. Belrkellanjutan.  

Yailtu asas yang selcara telrelncana melngupayakan belrjalannya 

prosels pelmbangunan mellaluil Pelnanaman Modal untuk 
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melnjamiln kelseljahtelraan dan kelmajuan dalam selgala aspelk 

kelhildupan, bailk untuk masa kilnil maupun untuk masa datang.  

h. Belrwawasan lilngkungan.  

Yailtu asas Pelnanaman Modal yang dillakukan delngan teltap 

melmpelrhatilkan dan melngutamakan pelrlilndungan dan 

pelmellilharaan lilngkungan hildup.  

il. Kelmandilrilan.  

Asas Pelnanaman Modal yang dillakukan delngan teltap 

melngeldelpankan potelnsil bangsa dan nelgara  delngan tildak 

melnutup dilril pada masuknya modal asilng delmil telrwujudnya  

pelrtumbuhan elkonomil.  

j. Kelselilmbangan kelmajuan dan kelsatuan  elkonomil nasilonal.  

Yailtu asas yang belrupaya melnjaga kelselilmbangan kelmajuan 

elkonomil willayah, dalam kelsatuan elkonomil nasilonal. 

Untuk melmpelrcelpat pelmbangunan elkonomil nasilonal dan 

melwujudkan keldaulatan poliltilk dan elkonomil Ilndonelsila 

dilpelrlukan pelnilngkatan Pelnanaman Modal untuk melngolah 

potelnsil elkonomil melnjadil kelkuatan elkonomil rilill delngan 

melnggunakan modal yang belrasal bailk daril dalam nelgelril 

maupun daril luar nelgelril. Untuk iltu Pelnanaman Modal harus 

melnjadil bagilan daril pelnyellelnggaraan pelrelkonomilan nasilonal. 

Atas dasar hal telrselbut, maka tujuan pelnyellelnggaraan 

Pelnananam Modal antara lailn melnurut keltelntuan Pasal 3 ayat (2) 
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 telntang Pelnanaman 

Modal adalah untuk :  

a. Melnilngkatkan pelrtumbuhan elkonomil nasilonal 

b. Melncilptakan lapangan kelrja 

c. Melnilngkatkan pelmbangunan elkonomil belrkellanjutan 

d. Melnilngkatan kelmampuan daya sailng dunila usaha 

nasilonal 

e. Melnilngkatkan kapasiltas dan kelmampuan telknologil 

nasilonal  

f. Melndorong pelngelmbangan elkonomil kelrakyatan;  

g. Melngolah elkonomil potelnsilal melnjadil kelkuatan 

elkonomil rilill delngan melnggunakan dana yang belrasal, 

bailk daril dalam nelgelril maupun daril luar nelgelril  

h. Melnilngkatkan kelseljahtelraan masyarakat.  

Tujuan pelnye llelnggaraan Pelnanaman Modal telrselbut hanya 

dapat telrcapail apabilla faktor pelnunjang yang melnghambat ilklilm 

Pelnanaman Modal dapat dilatasil, antara lailn delngan pelrbailkan 

koordilnasil antarilnstansil Pelmelrilntah Pusat dan Daelrah, 

pelncilptaan bilrokrasil yang elfilsileln, kelpastilan hukum dil bildang 

Pelnanaman Modal, bilaya elkonomil yang belrdaya sailng tilnggil, 

selrta ilklilm usaha yang kondusilf dil bildang keltelnagakelrjaan dan 

kelamanan belrusaha. 
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Pelnanaman modal atau ilnvelstasil sellailn dilatur dalam 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 juga dilkorellasilkan 

delngan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang melmillilki l 

tujuan, yailtu dalam Pasal 3 selbagail belrilkut : 

a. melncilptakan dan melnilngkatkan lapangan kelrja delngan 

melmbelrilkan kelmudahan, pellilndungan, dan 

pelmbelrdayaan telrhadap Kopelrasil dan UMK-M selrta 

ilndustril dan pelrdagangan nasilonal selbagail upaya untuk 

dapat melnyelrap telnaga kelrja Ilndonelsila yang selluas-

luasnya delngan teltap melmpelrhatilkan kelselilmbangan dan 

kelmajuan antardaelrah dalam kelsatuan elkonomil nasilonal. 

b. melnjamiln seltilap warga nelgara melmpelrolelh pelkelrjaan, 

selrta melndapat ilmbalan dan pelrlakuan yang adill dan 

layak dalam hubungan kelrja. 

c. mellakukan pelnye lsuailan belrbagail aspelk pelngaturan yang 

belrkailtan delngan kelbelrpilhakan, pelnguatan, dan 

pellilndungan bagil Kopelrasil dan UMK-M selrta ilndustri l 

nasilonal.  

d. mellakukan pelnyelsuailan belrbagail aspelk pelngaturan yang 

belrkailtan delngan pelnilngkatan elkosilstelm ilnvelstasil, 

kelmudahan dan pelrcelpatan proyelk stratelgils nasilonal 

yang belrorilelntasil pada kelpelntilngan nasilonal yang 

belrlandaskan pada illmu pelngeltahuan dan telknologi l 
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nasilonal delngan belrpeldoman pada haluan ildelologi l 

Pancasilla. 

 

D. Fasilitas Penanam Modal di Indonesia yang didapatkan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 

Pelngaturan melngelnail Fasilliltas Pelnanaman Modal dilatur 

dalam Bab X, Pasal 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24 Undang-Undang 

Nomor 25 tahun 2007. Keltelntuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2007 telntang Pelnanaman Modal melngatur melngelnai l 

pelmbelrilan fasilliltas kelpada Pelnanaman Modal yang melnurut Pasal 

20, fasilliltas telrselbut tildak belrlaku bagil Pelnanam Modal Asilng yang 

tildak belrbadan hukum. Atau dilartilkan bahwa fasilliltas yang dilbelrilkan 

belrdasarkan keltelntuan Pasal 18 hanya dilbelrilkan kelpada Pelnanam 

Modal Asilng yang belrbadan hukum.
85

 

Fasilliltas Pelnanaman Modal dilbelrilkan delngan pelrtilmbangan 

tilngkat daya sailng pelrelkonomilan dan kondilsil keluangan nelgara dan 

harus promotilf dilbandilngkan delngan fasilliltas yang dilbelrilkan nelgara 

lailn. Pelntilngnya kelpastilan fasilliltas Pelnanaman Modal ilnil melndorong 

pelngaturan selcara lelbilh deltaill telrhadap belntuk fasilliltas filskal, 

fasilliltas hak atas tanah, fasilliltas ilmilgrasil dan fasilliltas pelrilzilnan 

ilmpor. 
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Pelmbelrilan fasilliltas Pelnanaman Modal juga dillakukan dalam 

upaya melndorong pelnyelrapan telnaga kelrja, keltelrkailtan 

pelmbangunan elkonomil delngan pelrlakuan elkonomil kelrakyatan, 

orilelntasil elkspor dan ilnselntilf yang lelbilh melnguntungkan kelpada 

Pelnanaman Modal yang melnggunakan barang modal atau melsiln atau 

pelralatan produksil dalam nelgelril, selrta fasilliltas telrkailt delngan lokasil 

Pelnanaman Modal dil daelrah telrtilnggal dan dil daelrah delngan 

ilnfrastruktur telrbatas. Dapat dilkatakan bahwa tujuan pelmbelrilan 

fasilliltas-fasilliltas yang belrsilfat ilnselntilf telrselbut adalah : 

a. Untuk melmpelrcelpat pelnyelbaran ilnvelstasil kel selluruh pellosok 

tanah ailr, karelna delngan adanya ilnvelstasil telrjadil pelrtumbuhan 

elkonomil. Delngan adanya pelrtumbuhan, akan ada pelnilngkatan 

kelseljahtelraan. Kalau dillilhat daril relalilsasil dan relncana 

Pelnanaman Modal selkarang ilnil, hanya ada 7-8 propilnsil dil 

Ilndonelsila daril elmpat katagoril yang masuk top filvel. Belrartil 

telrjadil keltildaksilnambungan atau keltildakmelrataan ilnvelstasil. 

b. Ilnselntilf atau fasilliltas dilbelrilkan supaya ada pelrcelpatan daril 

selktor elkonomil. Pelrelkonomilan pastil tumbuh kalau selktor-selktor 

dil bawahnya belkelrja delngan bailk. Telrmasuk silsil selktor 

produksil, yailtu ilndustril. Belrartil harus ada selktor-selktor yang 

dilpacu. 

Agar tujuan ilnvelstasil telrselbut dapat telrcapail, maka 

belrdasarkan keltelntuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 
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Nomor 25 Tahun 2007 telntang Pelnanaman Modal, Pelmelrilntah 

melmbelrilkan fasilliltas kelpada Pelnanam Modal yang mellakukan 

Pelnanaman Modal. Fasilliltas telrselbut dilbelrilkan kelpada : 

a. Pelnanam Modal yang mellakukan pelrluasan usaha 

b. Pelnanam Modal yang mellakukan Pelnanaman Modal baru. 

Bagil Pelnanam Modal yang mellakukan Pelnanaman Modal baru 

akan melmpelrolelh fasilliltas Pelnanaman Modal apabilla selkurang-

kurangnya melmelnuhil salah satu kriltelrila selbagailmana diltelntukan 

dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 telntang 

Pelnanaman Modal , yai ltu : 

1. melnyelrap banyak telnaga 

2. telrmasuk skala priloriltas tilnggil 

3. telrmasuk pelmbangunan ilnfrastruktur 

4. mellakukan alilh telknologil 

5. mellakukan ilndustril pilonilr 

6. belrada dil daelrah telrpelncill, daelrah telrtilnggal, daelrah 

pelrbatasan, atau daelrah lailn yang dilanggap pelrlu 

7. melnjaga kellelstarilan lilngkungan hildup 

8. mellaksanakan kelgilatan pelnelliltilan, pelngelmbangan dan ilnovasil 

9. belrmiltra delngan usaha milkro, kelcill, melnelngah atau kopelrasil 

10. ilndustril yang melnggunakan barang modal atau melsiln atau 

pelralatan yang dilproduksil dil dalam nelgelril. 
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Fasilliltas-fasilliltas yang dilbelrilkan dalam rangka Pelnanaman 

Modal melnurut Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 21 Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2007 telntang Pelnanaman Modal adalah selbagai l 

belrilkut:
86

 

1. Fasilitas Pajak Dan Pungutan Lain 

Fasilliltas pelrpajakan yang dilbelrilkan kelpada Pelnanam Modal yang 

mellakukan pelrluasan usaha dan Pelnanam Modal yang mellakukan 

Pelnanaman Modal baru selrta yang melmelnuhil kriltelrila selbagailmana 

dilatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 

telntang Pelnanaman Modal akan melmpelrolelh fasilliltas pelrpajakan yang 

melnurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 telntang 

Pelnanaman Modal dilbelrilkan belrdasarkan kelbiljakan ilndustril nasilonal 

yang dilteltapkan olelh Pelmelrilntah yang pelngaturannya lelbilh lanjut 

dilatur delngan Pelraturan Melntelril Keluangan. 

Fasilliltas pelrjakan telrselbut melnurut Pasal 18 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2007 telntang Pelnanaman Modal adalah 

belrupa : 

a. Pajak Pelnghasillan mellaluil pelngurangan pelnghasillan neltto sampai l 

tilngkat telrtelntu telrhadap jumlah Pelnanaman Modal yang dillakukan 

dalam waktu telrtelntu. 

                                                           
86 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 
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b. Pelmbelbasan atau kelrilngan bela masuk atas ilmpor barang modal, 

melsiln, atau pelralatan untuk kelpelrluan produksil yang bellum dapat 

dilproduksil dil dalam nelgelril. 

c. Pelmbelbasan atau kelrilnganan bela masuk bahan baku atau bahan 

pelnolong untuk kelpelrluan produksil untuk jangka waktu telrtelntu 

dan pelrsyaratan telrtelntu. 

d. Pelmbelbasan dan/atau pelnangguhan Pajak Pelrtambahan Nillail atas 

ilmpor barang modal atau melsiln atau pelralatan untuk kelpelrluan 

produksil yang bellum dapat dilproduksil dil dalam nelgelril sellama 

jangka waktu telrtelntu. 

e. Pelnyusutan atau amortilsasil yang dilpelrcelpat. 

f. Kelrilnganan Pajak Bumil dan Bangunan, khususnya untuk bildang 

usaha telrtelntu, pada willayah atau daelrah atau kawasan telrtelntu. 

g. Pelmbelbasan atau pelngurangan pajak pelnghasillan badan dalam 

jumlah dan waktu telrtelntu hanya dapat dilbelrilkan kelpada 

Pelnanaman Modal baru yang melrupakan ilndustril pilonilr, yai ltu 

ilndustril yang melmillilkil keltelrkailtan yang luas, melmbelril nillail tambah 

dan elkstelrnaliltas yang tilnggil, melmpelrkelnalkan telknologil baru, 

selrta melmillilkil nillail stratelgils bagil pelrelkonomilan nasilonal (Pasal 18 

ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007). 

h. Fasilliltas belrupa kelrilnganan atau pelmbelbasan bela masuk juga 

dilbelrilkan kelpada Pelnanaman Modal yang seldang belrlangsung yang 
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mellakukan pelnggantilan melsiln atau barang modal lailnnya (Pasal 18 

ayat (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007). 

 

 

2. Fasilitas Perijinan 

Selsuail delngan standar-standar Pelnanaman Modal yailtu Admilssilon, 

melnelntukan bahwa harus ada pellayanan pelrilzilnan yang pastil dan jellas 

yang aspelk proseldur dan pelrsyaratan, bilaya, dan waktu yang dilkellola 

selcara telrpadu olelh suatu ilnstiltusil dalam suatu Pelnanaman Modal di l 

suatu nelgara. 

Untuk iltu sellailn fasilliltas pelrpajakan, Pelmelrilntah juga melmbelrilkan 

kelmudahan pellayanan dan/atau pelrilzilnan kelpada pelrusahaan 

Pelnanaman Modal Untuk melmpelrolelh fasilliltas. 

Melngelnail kelmudahan pellayanan dan pelrilzilnan hak atas tanah yang 

dapat dilbelrilkan dan dilpelrpanjang dil muka selkalilgus dan dapat 

dilpelrbaharuil kelmbalil atas pelrmohonan Pelnanam Modal adalah belrupa 

: 

a. Hak Guna Usaha dapat dilbelrilkan delngan jumlah 95 (selmbillan 

puluh lilma) tahun delngan cara dapat dilbelrilkan dan dilpelrpanjang dil 

muka selkalilgus sellama 60 (elnam puluh) tahun dan dapat 

dilpelrbaharuil sellama 35 (tilga puluh lilam ) tahun. 
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b. Hak Guna Bangunan dapat dilbelrilkan delngan jumlah 80 (dellapan 

puluh) tahun delngan cara dapat dilbelrilkan dan dilpelrpanjang dil 

muka selkalilgus sellama 50 (lilma puluh) tahun dan dapat 

dilpelrbaharuil sellama 30 (tilga puluh) tahun. 

c. Hak Pakail dapat dilbelrilkan delngan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun 

delngan cara dapat dilbelrilkan dan dilpelrpanjang dil muka selkalilgus 

sellama 45 (elmpat puluh lilma) tahun dan dapat dilpelrbaharuil sellama 

25 (dua puluh lilma ) tahun. 

Pelrsyaratan untuk dapat dilbelrilkannya Hak atas tanah yang 

dilpelrpajang dil muka selkalilgus telrselbut, adalah selbagail belrilkut : 

a. Pelnanaman Modal dillakukan dalam jangka waktu panjang dan 

telrkailt delngan pelrubahan struktur pelrelkonomilan Ilndonelsila yang 

lelbilh belrdaya sailng. 

b. Pelnanaman Modal delngan tilngkat rilsilko Pelnanaman Modal 

yang melmelrlukan pelngelmbalilan modal dalam jangka panjang 

selsuail delngan jelnils kelgilatan Pelnanaman Modal yang dillakukan. 

c. Pelnanaman Modal yang tildak melmelrlukan arela yang luas. 

d. Pelnanaman Modal delngan melnggunakan hak atas tanah nelgara. 

Pelnanaman Modal yang tildak melngganggu rasa keladillan 

masyarakat dan tildak melrugilkan kelpelntilngan umum. Hak-hak atas 

tanah telrselbut hanya dapat dilpelrbaharuil seltellah dillakukan elvaluasi l 

bahwa tanahnya masilh dilgunakan dan dilusahakan delngan bailk selsuai l 

delngan keladaan, silfat, dan tujuan pelmbelrilan hak. Keltelntuan Pasal 22 
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ayat (3) ilnil seljalan delngan fungsil sosilal daril tanah selbagailmana 

keltelntuan Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agrarila, Undang-Undang 

Nomor 5 tahun 1960, yailtu bahwa tanah harus dilpellilhara delngan bailk 

agar belrtambah kelsuburannya selrta melncelgah kelrusakannya. 

 

3. Fasilitas Pelayanan Keimigrasian 

Masalah kelilmilgrasilan selrilng dilrasakan olelh pelngusaha asilng 

selbagail hambatan, dilmana melrelka selrilng dilkeljar-keljar urusan 

admilnilstrasil telmpat tilnggal billa sudah melncapail 6 (elnam) bulan di l 

Ilndonelsila. Untuk iltu Pelmelrilntah belrdasarkan Pasal 23 Undang-

Undang Nomor 25 tahun 2007 tellah melmbelrilkan kelmudahan 

pellayanan dan/atau pelrilzilnan atas fasilliltas kelilmilgrasilan. Fasilliltas 

kelilmilgrasilan telrselbut melnurut Pasal 23 ayat (1) Undang-Undnag 

Nomor 25 Tahun 2007 telntang Pelnanaman Modal dilbelrilkan untuk : 

a. Pelnanaman Modal yang melmbutuhkan telnaga kelrja asilng dalam 

melrelalilsasilkan Pelnanaman Modal; 

b. Pelnanaman Modal yang melmbutuhkan telnaga kelrja asilng yang 

belrsilfat selmelntara dalam rangka pelrbailkan melsiln, alat bantu 

produksil lailnnya, dan pellayanan purna jual; dan 

c. Calon Pelnanam Modal yang akan mellakukan pelnjajakan 

Pelnanaman Modal. 
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Kelmudahan pellayanan dan/atau pelrilzilnan atas fasilliltas 

kelilmilgrasilan untuk poilnt (a) dan (b) dapat dilbelrilkan seltellah 

melndapat relkomelndasil daril Badan Koordilnasil Pelnanaman Modal 

(BKPM). 

Pelrmasalahan daya sailng ilnvelstasil dil Ilndonelsila adalah adanya 

ilnkonsiltelnsil kelbiljakan, pelngaturan dan ilmplelmelntasil ilnvelstasil, 

dilmana melngelnail tugas dan fungsil pokok daril Badan Koordilnasil 

Pelnanaman Modal (BKPM), apakah selbagail onel stop selrvilcel celntelr 

dalam pellayanan pelrilzilnan dan fasilliltasil ilnvelstasil atau kah hanya 

selbagail badan promosil ilnvelstasil. kondilsil ilnil tildak hanya melrupakan 

ilnkonsiltelnsil teltapil juga melncelrmilnkan keltildakpastilan yang 

melmbilngungkan ilnvelstor atau calon ilnvelstor. 

Dil sampilng iltu juga relndahnya koordilnasil dil antara lelmbaga 

telrkailt bailk antar selsama lelmbaga maupun antara ilnstansi l 

Pelmelrilntah Pusat dan Daelrah, dilmana melrelka celndelrung belrtilndak 

selcara selktoral dan kadang-kadang melngundang kontrovelrsil dan 

banyaknya kelbiljakan yang tildak elfelktilf dalam ilmplelmelntasilnya selrta 

telrjadil kelselnjangan antara kata dan pelrillaku aparatur Pelmelrilntah 

yang belrakilbat hillangnya kelpelrcayaan masyarakat telrutama dunila 

usaha. 

Lelmahnya koordilnasil kellelmbagaan diltilmbulkan karelna 

keltildakjellasan tugas dan fungsil pokok daril masilng-masilng ilnstansil 
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dan juga dapat diltilmbulkan olelh melkanilsmel koordilnasil yang tildak 

belrjalan bailk. Selrilng kalil telrjadilnya kelgagalan dalam koordilnasil 

dilselbabkan olelh adanya pelrtilmbangan subjelktilf yang belrlatar 

bellakang kelpelntilngan poliltils maupun elkonomil. 

Dalam rangka melnilngkatkan daya sailng ilnvelstasil, selhilngga 

dapat melnarilk masuknya ilnvelstasil kel I lndonelsila selbanyak mungkiln, 

maka kellelmahan kordilnasil antara ilnstansil telrkailt telrselbut pelrlu 

dilpelrbailkil delngan cara melnilngkatkan silnkronilsasil dan koordilnasil 

kellelmbagaan bailk dil tilngkat Pusat maupun dil tilngkat Daelrah. Dil 

sampilng iltu, pelrlu dillakukan pelnataan selcara melnyelluruh 

(relformasil) telrhadap aparatur nelgara (cilvill selrvilcel relform) selrta 

relformasil pellayanan publilk (publilc selrvilcel relform). 

Koordilnasil yang harmonils dil antara belrbagail ilnstiltusil yang 

belrkailtan delngan elfelktilviltas silstelm hukum akan dapat belrjalan 

delngan bailk apabilla ada keljellasan tugas pokok dan fungsil selrta 

kelwelnangan daril masilng-masilng ilnstiltusil, selhilngga tildak telrjadi l 

duplilkasil dan bahkan konflilk. Hal ilnil karelna fungsil koordilnasil 

adalah melnyangkut keljellasan pola pellayanan telrpadu selrta 

pelmbagilan kelrja dan kelwelnangan antara Pelmelrilntah Pusat dan 

Pelmelrilntah Daelrah. Untuk iltu dilpelrlukan melkanilsmel koordilnasi l 

yang dilpahamil dan melngilkat bagil ilnstansil-ilnstansil telrkailt, milsalnya 

melnyangkut masalah promosil ilnvelstasil, pelrilzilnan, fasilliltas ilnvelstasil, 

dan lailn-lailn. 
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Daril silsil kelpelntilngan ilnvelstor, telrtilbnya koordilnasil dil antara 

ilnstansil-ilnstansil telrkailt akan melmbelrilkan keljellasan dan kelpastilan 

dalam pelmelnuhan kelwajilban melrelka dan melncilptakan elfilsilelnsi l 

belrusaha, dilmana hal ilnil telntunya akan melmbelrilkan dampak yang 

posiltilf bagil ilklilm ilnvelstasil. Pelnelrtilban koordilnasil kellelmbagaan 

melncakup aspelk-aspelk : silkronilsasil welwelnang dan tilngkatkan 

kelrjasa sama antar lelmbaga. 

 

 

4. Sanksi Bagi Pelaku Penanam Modal 

Bab XVIl, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang 

Pelnanaman Modal Nomor 25 tahun 2007 melngatur melngelnai l 

sanksil dalam pelnyellelnggaraan Pelnanaman Modal, yang mellilputi l 

sanksil belrupa Pelmbatalan Pelrjanjilan, Pelmbatalan Kontrak 

Kelrjasama, sanksil admilnilstratilf dan tildak melnutup kelmungkilnan 

adanya sanksil pildana. Untuk iltu akan dilurailkan satu pelrsatu. 

1. Sanksil Pelmbatalan Pelrjanjilan 

 Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 

telntang Pelnanaman Modal melnyelbutkan bahwa :” Pelnanam 

Modal Dalam Nelgelril dan Pelnanam Modal Asilng yang 

melnanamkan modalnya dalam belntuk Pelrselroan Telrbatas 

dillarang melmbuat pelrjanjilan dan/atau pelrnyataan yang 
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melnelgaskan bahwa kelpelmillilkan saham dalam Pelrselroan 

Telrbatas untuk dan atas nama orang lailn. Artilnya saham yang 

diltanamkan dalam Pelrselroan Telrbatas yang dildilrilkan dalam 

rangka PMA maupun PMDN bukan millilk pilhak yang 

melndapatkan ilziln Pelnanaman Modal mellailnkan pilhak lailn”. 

Tujuan pelngaturan hal ilnil yang diljabarkan pada Pelnjellasan 

Pasal 33 ayat (1) Undang-undang nomor. 25 Tahun 2007 

telntang Pelnanaman Modal adalah “untuk melnghilndaril 

telrjadilnya pelrselroan yang selcara normatilf dilmillilkil olelh 

selselorang, teltapil selcara matelril atau susbtansil, pelmillilk 

pelrselroan telrselbut adalah orang lailn”.
87

 

Dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2007 telntang Pelnanaman Modal diltelgaskan akilbat hukum 

apabilla telrnyata Pelnanam Modal bailk Pelnanam Modal Asilng 

maupun Dalam Nelgelril melmbuat Pelrjanjilan atau pelrnyataan 

selpelrtil telrselbut, maka Pelrjanjilan dan/atau pelrnyataan telrselbut 

melnjadil batal delmil hukum. Sanksil yang dilatur dalam keltelntuan 

dil atas hanya belrupa pelmbatalan pelrjanjilan atau pelrnyataan 

yang dilbuat olelh para pilhak, namun tildak melmbelrilkan sanksil 

telrhadap pelrusahaan atau badan usaha yang melmbuat 

pelrjanjilan telrselbut, apakah dil batalkan ilziln ilnvelstasilnya atau 

dilkelnakan sanksil admilnilstratilf lailnnya. Hal hal ilnil melnunjukan 

                                                           
87 Indonesia, Undang-Undang Penanaman Modal, UU No. 25 Tahun 2007, LN. No. 67 Tahun 

2007, T.L.N. No. 4724, Pasal 33 ayat (1). 
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keltildak telgasan Pelmelrilntah dalam melrumuskan sanksil telrhadap 

Pelnanam Modal.  

2. Sanksil Pelmbatalan Kontrak Kelrjasama 

Keltelntuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2007 telntang Pelnanaman Modal melnyelbutkan bahwa : 

Dalam hal Pelnanam Modal yang mellaksanakan kelgilatan usaha 

dildasarkan atas Pelrjanjilan atau Kontrak Kelrjasama delngan 

Pelmelrilntah telrnyata mellakukan keljahatan belrupa :  

a. Tilndak Pildana Pelrpajakan, yailtu ilnformasil yang tildak 

belnar melngelnail laporan yang telrkailt delngan 

pelmungutan pajak delngan melnyampailkan surat 

pelmbelriltahuan, teltapil ilsilnya tildak belnar atau tildak 

lelngkap atau mellampilrkan keltelrangan yang tildak belnar 

selhilngga dapat melnilmbulkan kelrugilan pada nelgara dan 

keljahatan lailn yang dilatur dalam Undang-Undang 

pelrpajakan;  

b. Pelnggellelmbungan bilaya pelmulilhan untuk melmpelrkelcill 

keluntungan yang melngakilbatkan kelrugilan nelgara 

belrdasarkan pelnelmuan pelmelrilksaan olelh peljabat yang 

belrwelnang dan tellah melndapat putusan Pelngadillan 

yang belrkelkuatan hukum teltap. Maka Pelmelrilntah akan 

melngakhilril Pelrjanjilan atau Kontrak kelrjasama delngan 

Pelnanam Modal yang belrsangkutan.  
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Dalam pelnjellasan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2007 telntang Pelnanaman Modal dilkatakan, 

yang dilmaksud delngan pelnggellelmbungan bilaya pelmulilhan 

adalah bilaya yang dilkelluarkan dil muka olelh Pelnanam Modal 

yang jumlahnya tildak wajar dan kelmudilan dilpelrhiltungkan 

selbagail bilaya pelngelluaran kelgilatan pelnanaman modal pada 

saat pelnelntuan bagil hasill delngan Pelmelrilntah. Seldangkan yang 

dilmaksud delngan telmuan olelh peljabat yang belrwelnang adalah 

telmuan delngan ilndilkasil unsur pildana belrdasarkan hasill 

pelmelrilksaan yang dillakukan olelh BPK atau pilhak lailnnya yang 

melmillilkil kelwelnangan untuk melmelrilksa yang sellanjutnya 

diltilndaklanjutil selsuail delngan pelraturan pelrundang-undangan. 

Keltelntuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2007 telntang Pelnanaman Modal telrselbut kurang melmbelrilkan 

kelpastilan hukum, karelna hanya melmbelrilkan akilbat hukum 

telrhadap pelmbatalan kelrjasama tanpa melnjellaskan 

melngurailkan sanksil akilbat daril Pelmbatalan Kontrak Kelrjasama 

atau Pelrjanjilan telrselbut yailtu adakah kompelnsasil yang harus 

dilbayar olelh Pelnanam Modal kelpada Pelmelrilntah akilbat tilndak 

pildana yang dillakukan yang tellah melrugilkan Pelmelrilntah. 

3. Sanksil Admilnilntratilf  

Keltelntuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 

telntang Pelnanaman Modal yang melngatur melngelnail sanksi l 
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admilnilstrasil telrhadap Pelnanam Modal yang ilsilnya kurang telgas 

dan melmelrlukan pelraturan pellaksana lelbilh lanjut. Pasal 34 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 telntang Pelnanaman 

Modal melnelntukan bahwa Pelnanam Modal bailk yang 

belrbelntuk badan usaha atau usaha pelrselorangan (Pasal 5) yang 

tildak melmelnuhil kelwajilban yang dilatur dalam Pasal 15 belrupa :  

a. Melnelrapkan prilnsilp tata kellola pelrusahaan yang bailk 

b. Mellaksanakan tanggung jawab sosilal pelrusahaan 

c. Melmbuat laporan telntang kelgilatan Pelnanaman Modal dan 

melnyampailkannya kelpada Badan Koordilnasil Pelnanaman 

Modal 

d. Melnghormatil tradilsil budaya masyarakat selkiltar lokasi l 

kelgilatan usaha pelnanaman modal 

e. Melmatuhil selmua keltelntuan pelraturan pelrundang-

undangan, dapat dilkelnakan sanksil admilnilstratilf belrupa : 

a. Pelrilngatan telrtulils. 

b. Pelmbatasan kelgilatan usaha. 

c.  Pelmbelkuan kelgilatan usaha dan/atau fasilliltas 

Pelnanaman Modal. 

d. Pelncabutan kelgilatan usaha dan/atau fasilliltas 

Pelnanaman Modal. 

Sellailn sanksil admilnilstratilf, badan usaha atau usaha 

pelrorangan telrselbut melnurut Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang 
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Nomor 25 Tahun 2007 telntang Pelnanaman Modal dapat 

dilkelnakan sanksil lailn selsuail delngan keltelntuan pelraturan 

pelrundang-undangan. Pelngaturan yang delmilkilan tildak 

melncelrmilnkan kelpastilan hukum, karelna tildak melnelntukan 

pelrbuatan apa yang dapat dilkelnakan sanksil lailn telrselbut, apakah 

pelrbuatan yang masuk dalam katagoril tilndak pildana atau 

katagoril pelrbuatan pelrdata. Dilsampilng iltu juga tildak 

melnelntukan selcara telgas sanksil yang dilbelrilkan telrmasuk tildak 

diltelntukan juga ilnstansil atau lelmbaga mana yang belrwelnang 

dan hanya melnggantungkan pada pelraturan pelrundang-

undangan saja selbagailmana dilselbutkan dalam Pasal 34 ayat (2) 

dan (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 telntang 

Pelnanaman Modal.  

4. Sanksil Pildana 

  Keltelntuan melngelnail sanksil pildana tildak diltelntukan selcara 

telgas dalam Undang-Undang Pelnanaman Modal Nomor 25 

tahun 2007 ilnil, namun selcara pelnafsilran dapat dilpelrolelh suatu 

kondilsil dilmana sanksil pildana dapat diljatuhkan. Padahal suatu 

pelraturan dalam belntuk Undang-Undang harus melnye lbutkan 

delngan jellas kriltelrila dan sanksil yang diljatuhkan dan tildak 

melnggantungkan kelpada keltelntuan pelrundang-undangan lailn, 

apalagil pada pelraturan pelrundang-undangan yang lelbilh relndah 

tilngkatannya. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Nomor 
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25 Tahun 2007 telntang Pelnanaman Modal dilselbutkan adanya 

pelrbuatan pildana yang dapat dilkelnakan sanksil pildana kelpada 

Pelnanam Modal, yailtu mellakukan keljahatan korporasil belrupa 

tilndak pildana pelrpajakan, pelnggellelmbungan bilaya pelmulilhan, 

dan belntuk pelnggellelmbungan bilaya lailnnya untuk melmpelrkelcill 

keluntungan yang melngakilbatkan kelrugilan Nelgara. Namun 

melngelnail sanksil pildananya sama selkalil tildak dilatur dan kelmbali l 

hanya melnggantungkan kelpada pelraturan pelrundang-undangan 

lailn. Hal ilnil tildak melmbelrilkan kelpastilan hukum karelna dapat 

melngakilbatkan kelselwelnangan daril peljabat dalam melmbelrilkan 

sanksil hukum. Telrlelbilh daril iltu, keljahatan korporasil yang 

telrmaktub dalam Pasal telrselbut hanya melncakup pada kellalailan 

keluangan, padahal selsungguhnya keljahatan lilngkungan, 

pellanggaran HAM, pelngilngkaran Hak Elcosoc dan Silpill dan 

poliltilk selrta pellanggaran hukum pildana, contohnya pelrluasan 

lahan selcara illelgal, telrmasuk dalam keljahatan koorporasil.
88

 

E. Korelasi Undang-Undang Penanaman Modal dengan Undang-Undang   

Cipta Kerja 

Pelraturan Undang-Undang Cilpta Kelrja 2022 kelmudilan  

dilsahkan  melnjadil  Undang-Undang Relpublilk   Ilndonelsila   Nomor   

6   Tahun   2023   Telntang   Pelneltapan   Pelraturan Pelmelrilntah  

                                                           
88 Koalisi Masyarakat Sipil, Kertas Posisi : Semut Mati di Tempat Gula, Petani Mati di Lumbung 

Padi – Ironi Indonesia Merdeka Akibat Model Imperialisme Baru – RUU Penanaman Modal, 11 

Maret 2007, hlm. 4. 
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Pelnggantil  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Telntang  Cilpta 

Kelrja melnjadil Undang-Undang.
89

 

 Cilpta Kelrja  adalah  upaya  pelncilptaan  kelrja  mellaluil  usaha  

kelmudahan, pellilndungan,    dan    pelmbelrdayaan kopelrasil dan usaha 

milkro, kelcill, dan melnelngah, pelnilngkatan  elkosilstelm  ilnvelstasil  dan  

kelmudahan  belrusaha,  dan ilnvelstasil Pelmelrilntah Pusat dan 

pelrcelpatan proyelk stratelgils nasilonal. 
90

 

Undang-Undang Pelnanaman Modal melmillilkil kelbelrkailtan 

delngan Undang-Undang Cilpta Kelrja dalam klastelr keltelnagakelrjaan. 

Hal telrselbut karelna adanya elfelk domilno yang dilkelluarkan olelh 

ilnvelstasil telrhadap upaya pelncilptaan lapangan pelkelrjaan. Selcara 

lelgal formill dapat dillilhat dalam dalam konsildelran tellah diltulils bahwa 

Pelrppu ilnil dilgunakan untuk pelngaturan dalam kelmudahan, 

pelrlilndungan, pelmbelrdayaan, UMKM, selrta pelnilngkatan elksosilstelm 

ilnvelstasil selrta pelrcelpatan proyelk stratelgils nasilonal guna 

kelseljahtelraan masyarakat. 

Dalam bagilan pelnjellasan aturan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 diljellaskan bahwa Pelrppu Cilpta Kelrja belrtujuan 

untuk:
91

 

a. Pelnilngkatan elkosilstelm ilnvelstasil  dan kelgilatan belrusaha 

                                                           
89 CNBC Indonesia,Dikutip Pada Tanggal 24 Janurai 2024 “Disahkan jadi UU, Ini Alasan Jokowi 

Bikin Perppu Cipta Kerja”, https://www.cnbcindonesia.com/news/2023032 24946-4-

423537/disahkan-jadi-uu-ini-alasan-jokowi-bikin-perppu-cipta-kerja   
90 Pasal 1 (1) Undang-Undang Cipta Kerja 2023 
91 Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
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b. Pelnilngkatan proyelk stratelgils nasilonal mellaluil pelnilngkatan 

ilnvelstasil 

Olelh karelna iltu, Pelrppu ilnil mellelngkapil Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2007 melngelnail Pelnanaman Modal telrkhususnya 

guna melmpelrmudah pelrilzilnan belrusaha selhilngga dilharapkan dapat 

melnjadil stilmulus pelrelkonomilan Ilndonelsila dil daelrah Ilbu Kota 

Nusantara. 

Undang-Undang Cilpta Kelrja tellah melmbelrilkan dampak 

posiltilf yang silgnilfilkan telrhadap pelnilngkatan ilnvelstasil, telrmasuk 

pelnanaman modal asilng (PMA), dil Ilndonelsila. Pelrubahan ilni l 

telrcelrmiln mellaluil laporan Ilnstiltutel for Managelmelnt Delvellopmelnt 

World Compeltiltilvelnelss Yelarbook 2023. Melnurut laporan telrselbut, 

Ilndonelsila belrhasill melnelmpatil pelrilngkat 34 daril total 64 nelgara 

yang dilnillail. Profelsor Nilndyo Pramono, Guru Belsar Hukum Bilsnils 

Unilvelrsiltas Gadjah Mada (UGM).
92

 

Sellailn iltu, dampak posiltilf Undang-Undang Cilpta Kelrja juga 

dilrasakan dil selktor Usaha Milkro, Kelcill, dan Melnelngah (UMKM), 

yang melrupakan pondasil elkonomil Ilndonelsila. Undang-Undang 

Cilpta Kelrja belrhasill mellakukan relformasil dalam prosels pelrilzilnan 

dan melmbelrilkan kelmudahan belrusaha, selhilngga melngatasil kelndala 

bilrokrasil yang ada. Proseldur pelrilzilnan yang selbellumnya rumilt 

dapat dilatasil delngan adanya Silstelm Onlilnel Silnglel Submilssilon 

                                                           
92 https://ekonomi.bisnis.com/read/20230929/9/1672737/uu-cipta-kerja-tingkatkan-minat-investor-

asing 

https://ekonomi.bisnis.com/read/20230929/9/1672737/uu-cipta-kerja-tingkatkan-minat-investor-asing
https://ekonomi.bisnis.com/read/20230929/9/1672737/uu-cipta-kerja-tingkatkan-minat-investor-asing
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(OSS). Relformasil ilnil tellah melmbantu melnilngkatkan pelrtumbuhan 

elkonomil selrta melmbelrilkan kelmudahan pelrilzilnan belrusaha kelpada 

UMKM. Nilndyo melnelgaskan bahwa Undang-Undang Cilpta Kelrja 

melmillilkil dampak posiltilf bagil ilklilm ilnvelstasil yang pada akhilrnya 

akan melndukung pelmbukaan lapangan kelrja. Namun,ila juga 

melnyorotil pelntilngnya elvaluasil,sara,dan kriltilk yang konstuktilf 

dalam prosels ilnil. 

 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pelnanaman modal sangat dilpelngaruhil olelh kondilsil nelgara yang seldang 

belrlaku telrkhususnya telrhadap stabilliltas nelgara yang salilng silmultan 

delngan keladaan poliltilk yang belrdasarkan pelrtahanan dan kelamanan 

nelgara. Kondilsil kelstabillan suatu nelgara yang celndelrung dilpelngaruhil 

olelh kelkuatan Ilpolelksosbudhankam akan melnarilk para ilnvelstor asilng 

ataupun lokal untuk melmbelrilkan kelpelrcayaan ilnvelstasil telrhadap suatu 

nelgara karelna dilpreldilksil dapat melmbelrilkan suatu keluntungan (provilt). 

Faktor pelntilng lailn yang melmpelngaruhil ilnvelstasil atau pelnanaman 

modal ilalah kelstabillan elkonomil suatu nelgara yang dillilhat daril ilndilkator 

makroelkonomil. Apabilla pelrelkonomilan suatu nelgara melmillilkil ilndelks 
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yang celndelrung stabill atau bailk maka pelluang pelnanaman ilnvelstasil kel 

nelgara telrselbut akan bailk juga.  

2. Pelrlilndungan hukum dalam pelnanaman modal sangat dilpelrlukan guna 

melmbelrilkan kelpastilan hukum telrhadap pellaku ilnvelstasil dil Ilndonelsila 

telrkhususnya pelnanam modal asilng selhilngga delngan adanya Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2007 didalam  Pasal 18 tentang Fasilitas 

penanaman modal, Pasal 25 Tentang Pengesahan dan perizinan 

perusahaan serta Pasal 33 Tentang Sanksi dapat melngakomodilr 

pelrlilndungan hukum daril nelgara selhilngga jalannya suatu ilnvelstasil dapat 

telrlelgalilsilsasil olelh hukum yang seldang belrlaku. 

B. Saran 

 

1. Bagi Pemerintah 

Pelmelrilntah dilharapkan dapat melmbelrilkan kelbiljakan yang telpat guna 

telrutama telrhadap ilnvelstasil asilng dil I lndonelsila agar masyarakat 

Ilndonelsila dapat melrasakan dampak rilill daril pelnanaman modal 

telrkhususnya untuk pelnilngkatan pelncilptaan lapangan kelrja dil 

Ilndonelsila. Sellailn iltu, pelmelrilntah dilharapkan dapat melmbelrilkan jamilnan 

kelpastilan hukum seperti perizinan yang dapat dilaksels olelh silapapun 

selcara transparan selsuail delngan prilnsilp keladillan yang tildak hanya 

telrhadap pelnanam modal (ilnvelstor asilng), teltapil juga harus adill 

telrhadap masyarakat lokal telrkhususnya masyarakat adat yang 

telrpelngaruh olelh kelbiljakan ilnvelstasil yang dillakukan olelh pelmelrilntah. 

2. Bagi Masyarakat 
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Masyarakat dilharapkan dapat melnjadil miltra kriltils pelmelrilntah dalam 

pellaksanaan kelbiljakan ilnvelstasil asilng dil Ilndonelsila guna melngaksellelrasil 

pelrelkonomilan dil Ilndonelsila selhilngga dapat melnseljahtelrakan selluruh 

masyarakat Ilndonelsila. Sellailn hal telrselbut, masyarakat dapat mellakukan 

suatu belntuk partilsilpatilf selcara komprelhelnsilf dan belrkellanjutan 

telrhadap pelmelrilntah guna melmbelrilkan kelbiljakan yang melnjunjung 

tilnggil tujuan nelgara Ilndonelsila dalam Undang-Undang Dasar Nelgara 

Relpublilk Ilndonelsila Tahun 1945. 
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